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                                             P   U   T 

U   S   A   N

NOMOR :  70 /  G /  2011 /  PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Medan,  yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  

Usaha  Negara  pada  t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa ,  

te l ah  menja tuhkan  putusan  sebaga i  ber i ku t   d ibawah  in i  

da lam  perkara  

anta ra  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

1.  KABUL LUMBANTOBING  ;  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Ketua  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Daerah  

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  

Ber tempat  t i ngga l  Desa 

Hur lang  Muara  Naul i ,  

Kecamatan  Kolang ,  Kab.  

Tapanu l i  Tengah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2.  MARULI  FIRMAN  LUBIS,  SH ;   Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  Anggota  

Komis i  Pemi l i han  Umum Daerah  

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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ber tempat  t i ngga l  Ja lan  F.L .  

Tobing  No.  5  Pandan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3.   SYAHRIAL   SINAGA   ;    Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Anggota  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Daerah  

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  

ber tempat  t i ngga l  Ja lan  

Padang  Sidempuan      Sibo lga  

No.    119   Desa

  

Lop ian  ….

                                                       

Lop ian ,  Kecamatan  Badi r i ,  

Kab.  Tapanu l i  Tengah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  IRWANNER MUDA RITONGA ;  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Anggota  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Daerah  

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  

ber tempat  t i ngga l  Desa 

Hutanabo lon  Kec.  Tuka,  Kab.  

Tapanu l i  Tengah,  da lam  hal  

in i  member i  Kuasa  Khusus  

kepada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

1. SYAHRUZAL,  SH  ;  

2
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. MULYADI,  SH  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. YUSMANIZAR,  SH  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. MARWAN  HASIBUAN,  SH  ;  

- - - - - - - - - -

5. AKHMAD JOHARI DAMANIK,  SH ;

6. M.  ASWIN  D.  LUBIS,  SH ;  

- - - - - - - - - - - - -

7. SURIADI ,  SH  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

8. KHOMAIDI  H.SIAMBATON, SH,MH 

                                                       

Masing  -  masing  

Kewargane garaan   Indones ia ,  

Peker jaan   Advokat  & 

Konsu l t an  Hukum  ”   pada 

Kanto r  LAW OFFICE  SYAHRUZAL 

YUSUF & ASSOCIATES bera lamat  

di  Ja lan  Tengku    Amir  

Hamzah  No.48- B  Medan,  

ber t i ndak  secara  send i r i  -  

send i r i  ataupun  bersama  – 

sama  berdasarkan     Surat  

Kuasa    Khusus

Disclaimer
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te r t angga l  . . . . . .

                                                       

te r t angga l   08  Agustus  2011 ,  

se lan ju t nya  d isebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .  PARA PENGGUGAT ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  L  A 

W  A  N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KETUA KOMISI  PEMILIHAN UMUM PROVINSI  SUMATERA UTARA,  

berkedudukan  di  Ja lan  

Per in t i s  Kemerdekaan  No.  35 

Medan,  da lam  ha l  in i  member i  

Kuasa  kepada  1.  HAPOSAN 

MANURUNG,  SH  (Kabag  Hukum, 

Teknis  & Hupmas) .   2.   MARULI 

PASARIBU,  SH  (Kasubbag 

Hukum),   3.  EVY  RATIMAH 

HAFSAH,  SH  (Sta f  Subbag 

Hukum),  masing- masing  

berkewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Pegawai  Neger i  

Sip i l  pada  Sekre ta r i a t  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Prov ins i  

Sumatera  Utara ,  ber dasarkan  

Sura t   Kuasa   Khusus  

Nomor   :  1811/KPU  Prov-

4
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002/ IX /2011  tangga l  06 

September  2011,  se lan ju tn ya  

disebu t  sebaga i  

………... . . . . . . . . . . . . .  TERGUGAT 

;  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

Telah . . . . . . .  

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  ta ta  

Usaha  Negara  Medan  No.  70/G/2011 /PTUN- MDN,  tangga l  25 

Agustus  2011,  ten tang  pemer iksaan  te rhadap  sengketa  

dalam  perkara  in i  d i l akukan  dengan  acara  biasa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Medan  Nomor  :  70/G/Pen.MH/2011/PTUN- MDN,  

tangga l                25  Agustus   2011 ,  ten tang  

Penunjukan Susunan Majel i s  Hakim ;  - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim 

Nomor  :  70/G/  Pen.  PP/2011/PTUN  –  MDN tangga l  26 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Agustus   2011 ,  ten tang   Hari  Pemeriksaan  Persiapan  

pada  har i  :  Selasa,   tangga l  06  September  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim 

Nomor :  70/G/Pen.HS/2011 /PTUN- MDN tangga l  14  September  

2011 ten tang  Hari  Persidangan Pertama pada har i  :  Rabu,  

tangga l   21 September  2011  ;  - - -

Telah  membaca  sura t - sura t  bukt i  yang  dia j ukan  

dalam  pers idangan  o leh  para  pihak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Telah  mendengar  kete rangan  para  pihak  di  

pers i dangan  ; - - - - - - - - -

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  te l ah  

mengajukan  gugatan  te r t angga l    23    Agustus   2011 

yang     d i t e r ima    dan   d ida f t a r    d i    da lam

  

Regis te r  . . . . . . .

Regis te r      Kepani te r aan      Pengad i l an     Tata  

Usaha     Negara    Medan

6
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pada  tangga l  23  Agustus  2011 ,  Nomor :  70/G/2011 /PTUN-

MDN,  yang  te l ah  diadakan  perba i kan  secara  fo rma l  pada  

tangga l  14  September  2011  yang  pada  pokoknya  is i n ya  

sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A.  DASAR-DASAR GUGATAN :

1.  Objek  Gugatan (Object  Van Geschi l )  :

Bahwa yang  menjad i  ob jek  gugatan  a  quo  ada lah  Sura t  

Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum  Prov ins i  

Sumatera  Utara  No.1648/Kp ts /KPU- Prov- 002/2011  ten tang  

Pemberhent i an  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  Sumatera  Utara  te r t angga l  3 

Agustus  2011 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I .  Tenggang Waktu Pengajuan  Gugatan  :

Bahwa  Penga juan  gugatan  in i  masih  da lam  tenggang  

waktu  sebaga imana  di t en tukan  oleh  Undang- undang  

karena  saat  penga juan  gugatan  in i  be lum lewat  dar i  90  

(sembi l an  puluh)  har i  se jak  di te r imanya  atau  

dike tahu inya  Sura t  Pemberhent i an  a quo oleh  Penggugat  

dengan  alasan- alasan  hukum  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Bahwa  Sura t  Keputusan  Tergugat  Ketua  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Prov ins i  Sumatera  Utara  

No.1648 /Kp ts /KPU- Prov- 002/2011  ten tang  Pemberhen t i an  

Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah  Prov ins i  Sumatera  Utara  te r t angga l  3  Agustus  

Disclaimer
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2011  dike tahu i  o leh  Para  Penggugat  pada  tangga l  5 

Agustus  2011 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Bahwa berdasarkan  Pasal  55  Undang- Undang  No.5  tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  9   tahun  2004  

ten tang  Perubahan  Undang- Undang

  

No.  5 . . . . . .

    No.5  tahun  1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  

berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :  “  Gugatan  dapat  d ia jukan  

hanya  da lam tenggang  waktu  sembi l an  puluh  har i  se jak  

saat  d i te r imanya  atau  diumumkannya  Keputusan  Badan  

atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  “  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I I .  Surat  Pemberhent ian  A quo  adalah  Keputusan  Tata  

Usaha Negara  :

Bahwa  sura t  pemberhent i an  a  quo  te lah  memenuhi  

persya ra tan  sebaga i  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  di ten tukan  dalam Pasal  1 angka  3 Undang-

undang  No.5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang- undang  

No.9  tahun  2004  ten tang  Perubahan  Undang- undang  No.5  

tahun  1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  karena  

Sura t  Pemberhent i an  a  quo  ada lah  suatu  penetapan  

te r t u l i s  yang  d ike lua rkan  oleh  Badan atau

     Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  ber i s i  t i ndakan  

hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  bers i f a t  :  

8
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

a.  Konkr i t ,  ya i t u  Sura t  Pemberhent i an  a  quo  t i dak  

abst rak ,  te tap i  berwu jud  berupa  sebuah  keputusan  

Tata  Usaha  Negara  ten tang  Pemberhent i an  Para  

Penggugat  sebaga i  Ketua  dan  Anggota  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  se jak  

tangga l  3  Agustus  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.   Ind i v i dua l ,  ya i t u  bahwa Sura t  Pemberhent i an  a quo  

t i dak  di tu j u kan  untuk  umum,  te tap i  te r t en tu  ya i t u  

kepada  Para  Penggugat  yang  dibe rhen t i k an  sebaga i  

Ketua  dan  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c.   Fina l ,  ya i t u  bahwa  Sura t  Pemberhent i an  a  quo  

sudah  defen i t i f  atau  t i dak  memer lukan  perse tu j uan  

ins tans i  la i nnya  dan  sudah  menimbulkan  ak iba t  

hukum  te rhadap   Para  Penggugat   dan secara

  

nyata  . . . . . . .

      nyata  te lah  menimbulkan  kerug ian  bag i  

kepent i ngan  Para  Penggugat  karena  Para  Penggugat  

t i dak  lag i  berhak  menjabat  sebaga i  Ketua  dan  

Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten   Tapanu l i  

Tengah  sebaga i   ak iba t   te rb i t n ya   Sura t  

Keputusan   yang

Disclaimer
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      d i te r b i t k an  oleh  Terguga t  No.1648/Kp ts /KPU-

Prov- 002/2011  (copy  SK  te r l amp i r )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV .  Surat   Keputusan   A  quo   Diterb i t kan   oleh  

Tergugat   dalam Kapasi tasnya  sebagai  Pejabat  Tata  

Usaha Negara  :

Bahwa  Tergugat  da lam  kapas i t asnya  sebaga i  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  ya i t u  Pejaba t  yang  melaksanakan  

penye lenggaraan  di  b idang  Pemi l i han  Umum Pres iden  

dan Waki l  Pres iden ,  DPR,  DPD dan DPRD Kabupaten /Ko ta  

berdasarkan   Undang -  undang  No.22   tahun  2007 jo

Undang- undang  No.10  tahun  2008  jo  Undang- undang  

No.42  tahun  2008  seh ingga  dengan  demik ian  Tergugat  

merupakan  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  2  Undang- undang  No.5  

tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang- undang  No.9  

tahun  2004  ten tang  Perubahan  Undang- Undang  No.5  

tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B.  ALASAN-ALASAN GUGATAN ;

1.  Bahwa Para  Penggugat  ada lah  anggota - anggota  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  yang  

berkedudukan  sebaga i  Ketua  dan  Anggota  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  berdasarkan  

10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11

Sura t  Keputusan  Tergugat  Ketua  Komis i  Pemi l i han  

Umum  Prov ins i    Sumatera   Utara   No.  270- 4350/  KPU-

SU/  

  

te r t angga l  ….

      te r t angga l  25  Oktober  2008  ten tang  Pengangkatan  

Ketua  dan  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Bahwa  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Tergugat  ya i t u  

sura t  No.1648/Kp ts /KPU- Prov- 002/2011   ten tang  

Pemberhent i an  Ketua  dan

      Anggota  KPU Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  

Sumatera  Utara  te r t angga l  3  Agustus  2011.  Tergugat  

dengan  cara  sewenang- wenang  dan  mengabaikan  asas-

asas  umum  pemer in tahan  yang  baik  te l ah  

memberhent i kan  Para  Penggugat  tanpa  sama  seka l i  

meru juk  pada  Pera tu ran  KPU No.38  tahun  2008  ten tang  

Tata  Ker ja  Dewan  Kehormatan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

dan Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  dan Undang- undang  

No.22  tahun  2007  ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han  

Umum Khususnya  Pasa l  30  ayat  2 dimana       in t i n ya  

Para  Penggugat  t i dak  dibe r i  kesempatan  untuk  membela  

di r i  d i  hadapan  Dewan  Kehormatan  KPU Prov ins i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Bahwa  se lan ju t nya  Para  Penggugat  sete lah  mener ima  

Sura t  Pemberhent i an  defen i t i f  o leh  Tergugat  ( i c .  

Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Sumatera  Utara )  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Umum  Prov ins i  No.  1648/Kp ts /KPU- Prov- 002/2011  

ten tang  pemberhent i an  sebaga i  Ketua  dan Anggota  KPUD 

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  Sumatera  Utara  

te r t angga l  3  Agustus  2011,  merasakan  adanya  suatu  

proses  hukum yang  mencidera i  n i l a i - n i l a i  kead i l an  

te rhadap  Para  Penggugat  yang  di l akukan  o leh  Tergugat  

( i c .  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara )  o leh  karena  hingga  

te rb i t n ya  Sura t  Keputusan  Tergugat  Ketua  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Prov ins i  Sumatera  Utara  No.  

1648/Kp ts /KPU- Prov- 002/2011  Tentang  Pemberhent i an  

Ketua  dan  Anggota  KPU Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  

Prov ins i  Sumatera  Utara  te r t angga l  3  Agustus  2011,  

Tergugat  ( i c .  KPU

  

Prov ins i  ……

      Prov ins i  Sumatera  Utara )  sesua i  dengan  keten tuan  

Pasal  10  ayat  3  Pera tu ran  KPU No.38  Tahun  2008  

ten tang  Tata  Ker ja  Dewan Kehormatan  Komis i  Pemi l i han  

Umum  dan  Komis i   Pemi l i han   Umum Prov ins i  sama 

seka l i  t i dak  mencerminkan  kehendak  hukum  yang  

objek t i f  dan  se la i n  dar i  pada  i t u  Tergugat  be lum 

pernah  melakukan  ver i f i k a s i  dan k la r i f i k a s i  te rhadap  

Para  Penggugat  sebe lum menerb i t k an  Sura t  Keputusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bahwa  se la i n  dar ipada  i t u  Para  Penggugat  sebe lum 

diberhen t i k an  sebaga i  Ketua  dan  Anggota  KPU 

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  hanya  diundang  2  (dua)  

ka l i ,  padaha l  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  22  ayat  

12
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5  ( l ima )  Pera tu ran  KPU No.38  Tahun  2008  pangg i l an  

harus  sampai  dengan  3  ( t i g a )  ka l i ,  seh ingga  ada  

kesempatan  bag i  Para  Penggugat  untuk  menggunakan  

haknya  sebaga imana  per in t ah  Undang- undang  

dan  pera tu ran  KPU  la i nnya  guna  melakukan  upaya  

pembelaan  di r i  pada  s idang  pemer iksaan  Dewan 

Kehormatan  Prov ins i  Sumatera  Utara  (v i de  Pasal  30  

ayat  (1 )  dan  (2)  Undang- undang  No.  22  tahun  2007)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.   Bahwa se lan ju t nya  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  23 

Pera tu ran  KPU No.38  tahun  2008  ten tang  Tata  Ker ja  

Dewan  Kehormatan  Komis i  Pemi l i han  Umum dan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Prov ins i  Dewan  Kehormatan  Prov ins i  

melaksanakan  pemer iksaan  pa l i ng  sed ik i t  2 (dua)  ka l i  

s idang  yang  te rd i r i  atas  s idang  pemer iksaan  dan  

s idang  pembacaan  kete tapan ,  dan  s idang  pemer iksaan  

te rd i r i  dar i  pemer iksaan  pendahu luan  dan pemer iksaan  

subs tans i  masalah ,  dan  pada  proses  s idang  

pemer iksaan  in i l a h  seharusnya  Para  Penggugat  

dibe r i k an    waktu   untuk   melakukan  pembelaan  d i r i  

b i l a  ada pe laporan

  

atau  ……..

      atau  pengaduan,  seh ingga  t i dak  te rc i p t a  

pengaba ian  rasa  kead i l an  bag i  Para  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - - - - - -

6.   Bahwa se la i n  dar i  ha l  te rsebu t  d ia tas ,  juga  te lah  

secara  tegas  d ia tu r  pada  Undang- Undang  No.22  tahun  

2007  ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han    Umum, 

dimana    pada    keten tuan    Pasa l    30   d ia tu r   :  

(1 )  Pemberhent i an  Anggota  KPU,  KPU Prov ins i  dan  KPU 

Kabupaten /Ko ta  yang  te l ah  memenuhi  keten tuan  

sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasa l  29  ayat  (2 )  huru f  

a,  huru f  b,  huru f  c ,  huru f  f ,  dan  huru f  g  harus  

didahu lu i  dengan  ver i f i k a s i  o leh  Dewan  kehormatan  

atas  rekomendas i  Bawaslu  atau  pengaduan  masyaraka t  

dengan  iden t i t a s  yang  je l as .  (2 )  Dalam  proses  

pemberhent i an  sebaga imana  d imaksud  pada  ayat  (1 ) ,  

anggota  KPU,  KPU Prov ins i ,  dan  KPU Kabupaten /Ko ta  

harus  dibe r i  kesempatan  untuk  membela  di r i  d i  

hadapan  Dewan  kehormatan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.  Bahwa bi l amana  d i l i h a t  dan  dice rmat i  proses  Sura t  

Pemberhent i an  Para  Penggugat ,  maka  sangat  je l as  dan  

te rang ,  Rekomendas i  dar i  Dewan  Kehormatan  KPU 

Prov ins i  dan  Sura t  Pemberhen t i an  yang  d i t e r b i t k an  

oleh  Terguga t  Ketua  KPU  Prov ins i  Sumatera  Utara  

sangat  pr imatu r  dan  ber ten tangan  dengan  keten tuan  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  ya i t u  Undang- undang  

No.22  tahun  2007 ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum 

Pasal  30  ayat  (1 )  dan  (2 )  d imana  Para  Penggugat  

secara  je l as  dan  te rang  benderang  te rbuk t i  t i dak  

14
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di l akukan  ver i f i k a s i  dan  dibe r i  kesempatan  untuk  

membela  d i r i  d i  hadapan  Dewan  Kehormatan  (DK)  Et i k  

Prov ins i  Sumatera  Utara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.   Bahwa se la i n  dar ipada  i t u  per lu  dikemukakan  dalam 

Gugatan  in i ,  Para  Penggugat  se laku  Penye lenggara  

Pemi lu  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  da lam  menja lankan  

tugas- tugasnya  te l ah   te rbuk t i  se la l u   berpedoman

  

kepada  ……

      kepada  azas  :  Mandi r i ,  Ju ju r ,  Adi l ,  Kepast i an  

Hukum,  te r t i b  Penye lenggara  Pemi lu ,  Kepent i ngan  

Umum,  Keterbukaan ,  Propors i ona l i t a s ,  

Profes iona l i t a s ,  Akuntab i l i t a s ,  Ef i s i ens i  dan  

Efek t i f i t a s ,  d imana  te rbuk t i  semua  tahapan  

Pemi lukada  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Tahun  2011  

dapat  d i l a l u i  dan  di j a l ankan  d imana   te rbuk t i  

gugatan  para  pasangan  ca lon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  yang  mengajukan  kebera tan  ke  Mahkamah 

Konst i t u s i  atas  Sura t  Keputusan  KPU  Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah  atas  penetapan  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Terp i l i h  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  tahun  2011  

di to l ak  oleh  Mahkamah  Konst i t u s i  Republ i k  

Indones ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.  Bahwa  bi l amana  dalam  proses  tahapan  pelaksanaan  

Pemi lukada  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Tahun  2011  
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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masih  ada  kekurangan  d isana- s in i  bukan lah  yang  

bers i f a t  fa ta l  dan  melanggar  keten tuan  hukum yang  

ber l aku ,  ha l  in i  dapat  d i l i h a t  dar i  fak ta  yang  

te rungkap  di  da lam  proses  pelaksanaan  tahapan  pada  

pelaksanaan  Pemi lukada  Tahun  2011  yang  baru  la l u ,  

te r l i h a t  nyata  masih  da lam  kor i do r  yang  t i dak  

melanggar  keten tuan  hukum  yang  ber laku  khususnya  

Pera tu ran  KPU No.31  tahun  2008  ten tang  Kode  Et i k  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum Komis i  Pemi l i han  Umum 

dimana  pr ins i p - pr ins i p  dasar  kode  et i k  penye lenggara  

pemi lu  masih  te tap  d i j a l ankan  oleh  Para  Penggugat  

secara  konsekwen  dan  kons is t en  se laku  penye lenggara  

pemi lu  yang  mana  dalam  pelaksanaan  Pemi lukada  d i  

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Tahun  2011  Para  Penggugat  

te tap  menja lankan  pr ins i p - pr ins i p  dasar  kode  et i k  

yang  anta ra  la i n  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

a.  Menggunakan  kewenangan  berdasarkan  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Bers i kap  dan  ber t i ndak  non  par t i s an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

c.  Ber t i ndak  ….

c.  Ber t i ndak  t ransparan  dan  akuntabe l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d.  Melayan i  pemi l i h  menggunakan  hak  p i l i h n ya  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e.  Tidak  mel iba t kan  di r i  da lam konf l i k  kepent i ngan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f .  Ber t i ndak  pro fes i ona l  dan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

g.  Admin is t r a s i  Pemi lu  yang  akura t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

10.  Bahwa namun berdasarkan  ber i t a  yang  dis i a r kan  oleh  

KPU Prov ins i  Sumut  Para  Penggugat  baru  mengetahu i  

a lasan  dar i  Tergugat  ( i c .  KPU Prov ins i  Sumatera  

Utara )  memecat  Para  Penggugat  adalah  berdasarkan  

has i l  rekomendas i  Dewan  Kehormatan  (DK)  Et i k  

Prov ins i  Sumatera  Utara  yang  d idasarkan  atas  l ima  

per t imbangan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

11.  Bahwa adapun   ke l ima  dasar   per t imbangan   te rsebu t  

sa lah  satunya  karena  Para  Penggugat  dianggap  

Tergugat  t i dak  mematuh i  has i l  putusan  Mahkamah 

Konst i t u s i  dengan  meminta  Pemi lukada  d i  u lang  

kembal i  dan  dianggap  Para  Penggugat  te l ah  melakukan  

pengaba ian  dan  pembangkangan  putusan  Mahkamah 

Konst i t u s i  te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - -

12.  Bahwa  se lan ju t nya  alasan  kedua  menuru t  Terguga t  

( i c .  Ketua  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara )  d i l akukan  

pemecatan  pada  Para  Penggugat  o leh  karena  te rka i t  

dengan  has i l  putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  d imana  

menuru t  da l i l  Terguga t  Para  Penggugat  te lah  

melakukan  kesa lahan  dalam ver i f i k a s i  syara t  dukungan  
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pasangan  ca lon  yang  membuat  mereka  diwa j i b kan  

mengulang  kembal i  tahapan  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

13.  Bahwa  se lan ju t nya  yang  ket i ga  alasan  Tergugat  

memecat  Para  Penggugat  ada lah  berdasarkan  has i l  

rekomendas i  Badan  Pengawas  Pemi lu  (Bawas lu )  yang  

meminta  agar  komis ione r  KPU  Tapteng  ( i c .  Para  

Penggugat )  d i  pecat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

  

14.  Bahwa ….

14.  Bahwa se lan ju t nya  alasan  keempat  Tergugat ,  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  ( i c .  Para  

Penggugat )  d in i l a i  se la l u  mengabaikan  has i l  

superv i s i  KPU  Sumut  ( i c .  Tergugat )  se jak  awal  

permasa lahan  Pi l kada  muncul .  Bahkan  mengabaikan  

kete r l i b a t an  KPU Sumut  da lam  melakukan  pengawasan  

te rhadap  ver i f i k a s i  u lang  sesua i  dengan   amar  

putusan   MK dan   te rakh i r  atau   yang  ke l ima  oleh  

karena  Para  Penggugat  pernah  mendapatkan  per inga tan  

dan  sanks i  keras  dalam  penye lenggaraan  Pemi lu  

Leg is l a t i f  Tahun  2009  yang  la l u  dar i  Dewan 

Kehormatan  (DK)  Et i k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.  Bahwa  atas  alasan  -  a lasan  Tergugat   yang   d imuat  

oleh   beberapa  media  cetak  te rsebu t ,  Para  Penggugat  

18
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sangat  je l as  merasa  kebera tan ,  o leh  karena  alasan-

alasan  sebaga imana  te ru ra i  pada  poin t  10  (sepu luh )  

sampai  dengan  14  (empat  be las )  te r sebu t  d ia tas ,  

sangat  ke l i r u  dan mengada- ada,  karena  fak ta  hukumnya  

Para  Penggugat   jus t r u  te l ah  menja lankan  semua 

tahapan  pelaksanaan  Pemi lukada   d i  Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah  tahun  2011  sesua i  dengan  keten tuan  

dan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  

seh ingga  dapat  ber ja l an  sukses  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.  Bahwa  se la i n  dar ipada  i t u  alasan  la i n  kebera tan  

Para  Penggugat  atas  te rb i t n ya  sura t  keputusan  

pemberhent i an  yang  di l akukan  oleh  Terguga t  Ketua  

Komis i  Pemi l i han  Umum  Prov ins i  Sumatera  Utara  

te rsebu t  ada lah  sangat  mengabaikan  keten tuan  hukum 

yang  ber l aku  ser ta  sama  seka l i  t i dak  menjun jung  

t i ngg i  rasa  kead i l an ,  o leh  karena  Para  Penggugat  

sama  seka l i  be lum  pernah  mempero leh  teguran  dan  

k la r i f i k a s i  dar i  KPU Prov ins i  ( i c .  Tergugat )  atas  

pelanggaran  kode  et i k ,  seh ingga  dasar  te rben tuknya  

Dewan Kehormatan  melakukan  pemer iksaan  te rhadap  Para  

Penggugat   sangat  mencidera i  demokras i  

  

dan …..

      dan  kead i l an  ser ta  mengabaikan  keten tuan  

Pera tu ran  KPU No.38  tahun  2008  ten tang  Tata  Ker ja  

Dewan  Kehormatan  Komis i  Pemi l i han  Umum dan  Komis i  
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Pemi l i han  Umum Prov ins i ,  d imana  pada keten tuan  Pasa l  

3  ayat  2  sub  b  di tegaskan  menyebutkan  secara  je l as  

kode  et i k  penye lenggara  Pemi lu  yang  d i l anggar  dan  

pada keten tuan  Pasa l  10 ayat  4 yang  menegaskan  has i l  

ver i f i k a s i  dan  atau  k la r i f i k a s i  d igunakan  oleh  KPU 

Prov ins i  d igunakan  sebaga i  dasar  untuk  membentuk  

Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  yang  bers i f a t  ad  hoc”  

ar t i n ya  k la r i f i k a s i  te rsebu t  sama  seka l i  t i dak  

di j a l ankan  atau  diaba i kan  oleh  Tergugat  da lam proses  

penerb i t an  sura t  keputusan  pemberhent i an  Para  

Penggugat ,  seh ingga  patu t  d inya takan  Sura t  Keputusan  

Pemberhent i an  yang  di t e rb i t k an  Tergugat  caca t  secara  

yur i d i s  (v ide  Pasa l  53  ayat  2  sub  a  Undang- Undang  

No.5  tahun  1986 jo .  Undang- undang  No.9  tahun  2004 jo  

Undang- undang No.51  tahun  2009 ;  - - - - - - - -

17.  Bahwa se la i n  dar i  pada  i t u  sura t  pangg i l an  per tama  

dan  kedua  yang  d i l akukan   o leh  Dewan   Kehormatan  

(DK)   Et i k  Prov ins i   te rhadap  Para

      Penggugat  ya i t u  sura t  te r t angga l  26  Ju l i  2011  

dengan  Nomor  :  02  dan  03/DK.KPU- Provsu /V I I / 2 011  dan  

sura t  te r t angga l  27  Ju l i  2011  No.04 /DK.KPU-

Provsu /V I I / 2 011  sangat l ah  ber ten tangan  dengan  

keten tuan  pemanggi l an  sebaga imana  d imaksud  dan  

dia tu r  dalam  keten tuan  Pasal  22  ayat  (3 )  dan  ayat  

(4 ) ,  d imana  di j e l a skan  Dewan  Kehormatan  Prov ins i  

mela lu i  Sekre ta r i s  Dewan  Kehormatan  KPU Prov ins i  

menyampaikan  pangg i l an  kepada  anggota  KPU 

Kabupaten /Ko ta  yang  diadukan  pal i ng  lambat  7 ( tu j uh )  
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har i  dan  pangg i l an  sudah  harus  d i t e r ima  pal i ng  

lambat  3 ( t i ga )  har i  sebe lum s idang  Dewan Kehormatan  

Prov ins i  yang  te lah  di ten tukan  untuk  kasus  yang  

bersangku tan    dan    berdasarkan    tangga l    sura t  

pemanggi l an

  

te rsebu t  …….

      te rsebu t  d ia tas ,  te rbuk t i  Tergugat  te l ah  

mengabaikan  proses  pemanggi l an  yang  disya ra t kan  

dalam  pera tu ran  KPU  No.38  tahun  2008,  seh ingga  

sangat  mencidera i  n i l a i - n i l a i  kead i l an  dan demokras i  

dan  te lah  menimbulkan  kerug ian  bag i  Para  Penggugat  

(v i de  Pasa l  53 ayat  2 sub  a Undang- undang  No.5  tahun  

1986  jo .  Undang- Undang  No.9  tahun  2004  jo .  Undang-

undang No.51  tahun  2009)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.  Bahwa se la i n  dar ipada  i t u  t i ndakan  yang  di l akukan  

oleh  Tergugat  dapat  d ikua l i f i s i r  sebaga i  perbua tan  

yang  mengabaikan  beberapa  asas

      pada  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  yang  

di l akukan  secara  seka l i gus  ( in t eg ra l i s t i k )  ya i t u  

asas  pro fes i ona l i t a s ,  asas  kepas t i an  hukum dan  asas  

mot ivas i  o leh  karena  Tergugat  da lam  menerb i t k l a n  

Sura t  Keputusan  Pemberhen t i an  te rhadap  Para  

Penggugat  seharusnya  d i l akukan  dengan  mencerminkan  

kehendak  hukum yang  ob jek t i f  dengan  a lasan- a lasan  

yang  je l as ,  te rang ,  benar  dan  adi l  (v i de  Pasa l  53 

ayat  2  sub  b  Undang- undang  No.5  tahun  1986  jo  

Undang- undang  No.9  tahun  2004  jo .  Undang- undang  
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No.51  tahun  2009)  ;  - - - - - - -

19.  Bahwa berdasarkan  fak ta  -  fak ta  te rsebu t  d ia tas ,  

maka  sangat  je l as  t i ndakan  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  aquo  se la i n  melanggar  

keten tuan  hukum yang  ber laku  juga  secara  je l as  te l ah  

mengabaikan  beberapa  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  

yang  Baik  ( the  Genera l  Pr inc i p l e s  of  a  Good 

Admin is t r a t i o n )  sebaga imana.  dimana  r i nc i an  

penger t i annya  secara  umum anta ra  la i n  diu ra i kan  

sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Asas  Kecermatan  (Pr i nc i p l e s  Of Care fu l ness )

Asas  in i  mengatu r  agar  Badan/Pe jaba t  Tata  Usaha  

Negara  senant i asa  ber t i ndak  hat i - hat i  agar  t i dak  

menimbulkan  kerug ian  bag i  warga  masyaraka t    (SF.  

Marbun,  SH.   “Perad i l an    Admin is t r a s i   Negara    dan

  

Upaya …..

 Upaya  Admin is t r a t i f  d i  Indones ia ” ,  ha l  360) .  Dan 

pada waktu  mempers iapkan  keputusan  i t u  ins tans i  yang  

bersangku tan  harus  sudah  mempero leh  gambaran  yang  

je l as  mengenai  semua fak ta - fak ta  yang  re levan  maupun 

semua  kepent i ngan  yang  te rsangku t ,  te rmasuk  

kepent i ngan  pihak  ket i ga  ( Ind roha r t o ,  SH.  “Usaha  

Memahami  Undang- undang  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara” ,  ha l  179)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - Ket idakce rmatan  

Tergugat  dapat  d i l i h a t  dar i  adanya  kekh i l a f an  

22
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Tergugat  yang  t i dak  memperhat i kan  bahwa  Para  

Penggugat  sebe lum  diberhen t i k an  o leh  Tergugat  ya i t u  

Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Sumatera  Utara  

t i dak  pernah  ver i f i k a s i  maupun  dik l a r i f i k a s i  dan  

dibe r i  kesempatan  untuk  membela  di r i  d i  depan  Dewan 

Kehormatan  sesua i  syara t  yang  d i t en tukan  dalam Pasal  

30  ayat  1  dan  2  Undang- undang  No.22  tahun  2007  jo .  

Pera tu ran  KPU  No.38  tahun  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Asas  Kepast i an  Hukum (Pr i nc i p i l  of  Lega l  Cer ta i n t y )  

;

Menuru t  asas  in i  maka  has i l  keputusan  Pejaba t  TUN 

harus  mencerminkan  suatu  kehendak  hukum  yang  

obyek t i f  bukan  kehendak  penguasa  atau  pejaba t  yang  

re la t i f ,  Keputusan  Terguga t  berupa  pemberhent i an  

Para  Penggugat  sebaga i  anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  merupakan  t i ndakan  

Tergugat  yang  te lah  ber t i ndak  berdasarkan  

kehendaknya  tanpa  di l andas i  per t imbangan  bahwa Para  

Penggugat  sebe lum  diberhen t i k an  sebaga i  anggota  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  

t i dak  pernah  dive r i f i k a s i  dan  atau  di  k la r i f i k a s i  

o leh  Terguga t  ( i c .  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara )  yang  

seharusnya  sesua i  keten tuan  hukum   yang  ber laku  

harus   d i l akukan  oleh  Komis i   Pemi l i han   Umum 

Prov ins i
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Sumatera  Utara  ….

      Sumatera  Utara  sebaga i  dasar  pembentukan  Dewan 

Kehormatan  Prov ins i  Sumatera  Utara  oleh  karena  hal  

demik ian  merupakan  kesempatan  yang  diber i k an  Undang-

undang  bagi  Para  Penggugat  menggunakan  haknya  untuk  

membela  di r i  d i  depan  Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  

Sumatera  Utara  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.   Azas  Mot i vas i .

Azas  in i  menentukan ,  bahwa  set i ap  keputusan  

badan/pe jaba t  admin is t r a s i  yang  dike lua r kan  harus  

didasar i  a lasan  yang  je l as ,  te rang ,  benar ,  obyek t i f ,  

dan  adi l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menuru t  Ateng  Syaf rud i n  (Ateng  Syaf rud in ,  “Azas  

Pemer in tahan  yang  layak ,  Pegangan  Bagi  Pengabd ian  

Kepala  Daerah) ,   a lasan- a lasan  yang  d i j ad i kan  dasar  

(mot i vas i )  bagi  suatu  keputusan  dapat  d ibedakan  atas  

t i ga  bag ian  yakn i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

1.  Syara t  bahwa  suatu  kete tapan  harus  dibe r i  

a lasan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Kete tapan  harus  memi l i k i  dasar  dan  fak ta  yang  

teguh  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

    3.  Pember ian  a lasan  harus  cukup  dapat  mendukung  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Berdasarkan  ura ian  fak ta - fak ta  hukum te rsebu t   d i  

atas ,  te l ah  nyata  bahwa  keputusan  yang  dike lua rkan  

oleh  Terguga t  ya i t u  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Prov ins i  Sumatera  Utara  No.1648/Kp ts /KPU- Prov-

002/2011  ten tang  Pemberhent i an  Anggota  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  

Sumatera  Utara  te r t angga l  3  Agustus  2011  t i dak  

mempunyai  dan/a tau  t i dak  dibe r i  dasar  dan  a lasan  

yang  je l as ,  te rang  benar ,  obyek t i f ,  dan  adi l  

seh ingga  ber ten tangan  dengan  asas  mot i vas i ,  te rbuk t i  

dengan  pemanggi l an  yang  hanya  2  (dua)  ka l i  dengan  

ja rak  waktu  satu  har i  padaha l  d isya ra t kan  3  ( t i ga )  

ka l i  ser ta  waktu  pemanggi l an  t i dak  sampai  7  ( tu j uh )  

har i  sebe lum  jadwa l   pers i dangan   yang   te l ah  

di ten tukan   dan  t i dak  sampai  3 ( t i ga )

  

har i  …..

har i  te l ah  di te r ima  Para  Penggugat  untuk  

mempers iapkan  di r i n ya .  Namun fak ta  dan  bukt i  yang  

ada  pemanggi l an  te rhadap  Para  Penggugat  hanya  

di l akukan    da lam    tempo    satu    har i    ya i t u  

sura t    pangg i l an  pemer iksaan  te r t angga l  26  Ju l i  

2011  dengan  sura t  Nomor  :  02  dan  03/DK.KPU-

Provsu /V I I / 2 011  dan  sura t  te r t angga l  27  Ju l i  2011  

dengan  sura t  Nomor  :  04/DK.KPU- Provsu /V I I / 2 011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4.  Azas  Per tanggung jawaban  ;

Disclaimer
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Azas  in i  menghendak i  bahwa  set i ap  t i ndakan  

badan/pe jaba t  admin is t r a s i  negara  harus  dapat  

d ipe r t anggung jawabkan ,  ba ik  menuru t  keten tuan  hukum 

te r t u l i s  maupun  hukum  t i dak  te r t u l i s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas  te l ah  nyata  

bahwa  t i ndakan  Tergugat  t i dak  dapat  

d ipe r t anggung jawabkan  secara  hukum,  bahkan  merupakan  

t i ndakan  yang  ber ten tangan  dengan  hukum dan  sura t  

keputusan  pemberhen t i an  Para  Penggugat   sangat  cacat  

secara  ju r i d i s  (v i de  Pasa l  53  ayat  2  sub  a  Undang-

undang  No.5  tahun  1986  jo .  Undang- undang  No.9  tahun  

2004  jo .  Undang- undang  No.51  tahun  2009)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.   Azas  Pember ian  Alasan .

Azas  pember ian  alasan  berar t i ,  bahwa suatu  keputusan  

harus  dapat  d idukung  o leh  alasan- alasan  yang  

di j ad i kan  dasarnya  (Ph i l i p u s  M Hadjon  dkk ,  Penganta r  

Hukum Admin is t r a s i  Indones ia ,  Gajah  Mada Unive rs i t y  

Press ,  2005,  ha l  275)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Sura t  Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Prov ins i  Sumatera  Utara  No.1648/Kp ts /KPU- Prov-

002/2011  ten tang  Pemberhent i an  Anggota  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Tapanu l i
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Tengah …..  

      Tengah  Prov ins i  Sumatera  Utara  te r t angga l  3 

Agustus  2011 yang  di te rb i t k an  Tergugat ,  secara  je l as  

dan  te rang  t i dak  member ikan  alasan  hukum   yang  

objek t i f   sama   seka l i   begi t u   juga  keten tuan  -  

keten tuan  

hukum  maupun  fak ta - fak ta  yang  menjad i  landasan  

di te rb i t k annya  Sura t  Pemberhent i an  a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

20.  Bahwa  dengan  adanya  t i ndakan  Tergugat  se laku  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  mengeluarkan  Sura t  

Pemberhent i an  Para  Penggugat  sebaga i  Ketua  dan  

Anggota  KPU Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  dikua l i f i s i r  

te l ah  mengabaikan  rasa  kead i l an  hukum dan  demokras i  

maupun  asas- asas  umum  pemer in tahan  yang  baik  

seh ingga  bermuara  kepada  te r j ad i n ya  ket i dakpas t i an  

hukum  yang  ten tunya  hal  in i  sangat  je l as  

mengak iba tkan  kerug ian  yang  sangat  besar  bag i  Para  

Penggugat  khususnya  nama baik  Para  Penggugat  yang  

merasa  nama  baiknya  te rcemar  dihadapan  pub l i k ,  

karena  Para  Penggugat  sesungguhnya  t i dak   mampu 

dibuk t i k an  oleh  Tergugat   te lah  melakukan  

pelanggaran  

      Undang  -  undang  ataupun  kode  et i k ,  apalag i  

penerb i t an  sura t  pemberhent i an  Para  Penggugat  o leh  

Disclaimer
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Tergugat  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum  Prov ins i  

Sumatera  Utara  te rkesan  buru - buru  seh ingga  t i ndakan  

Tergugat  te r sebu t  berak iba t  pada  pe langgaran  

keten tuan  hukum maupun  asas- asas  umum pemer in tahan  

yang  baik  ser ta  kode  et i k  yang  ada  (v i de  Pasa l  53  

ayat  2  sub.  a  dan  b  Undang- undang  No.5  tahun  1986  

jo .  Undang- undang  No.9  tahun  2004  jo .  Undang- undang  

No.51  tahun  2009 jo .  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum 

No.31  tahun  2009)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

C.  PERMOHONAN ….

C.    PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

Bahwa  Sura t  Keputusan  Tergugat  Ketua  komis i  

Pemi l i han  umum  Prov ins i  Sumatera  uta ra  

No.1648 /Kp ts /KPU- Prov- 002/2011  ten tang  Pemberhen t i an  

Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i

Tengah  Prov ins i  Sumatera  Utara  te r t angga l  3  Agustus  

2011  te l ah  menyebabkan  keadaan  yang  sangat  mendesak  

yang  mengak iba tkan  Para  Penggugat  sangat  d i rug i kan  

ya i t u  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Para  Penggugat  menyimpulkan  t i ndakan  Tergugat  

menerb i t kan  sura t  pemberhen t i an  Para  Penggugat ,  

sama seka l i  t i dak  di  dasarkan  pada  alasan  hukum 

yang  cukup  mendesak  untuk  segera  di l aksanakannya  

28
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pemberhent i an  te rhadap  Para  Penggugat  ; - - - - - - - - -

2. Para  Penggugat  menyimpulkan  Pemberhent i an  

Tergugat  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  

Sumatera  Utara  te rhadap  Para  Penggugat  dapat  

mengganggu  agenda- agenda  KPU Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah  ke  depan  in i  te rmasuk  dalam  hal  in i  

pers i apan  laporan   per tanggung  jawaban   KPU 

Kabupaten   Tapanu l i   Tengah,

             yang  bi l amana  Para  Penggugat  digan t i k an  

Tergugat  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  

Sumatera  Utara  dengan  orang  la i n  secara  buru -

buru ,  maka agenda- agenda  ker ja  yang  te l ah  disusun  

dip red i k s i k an  t i dak  akan  dapat  d i j a l ankan  secara  

maksimal  mungk in  oleh  pihak  la i n  se la i n  Para  

Penggugat ,  o leh  karena  yang  menja lankan  

Pemi lukada  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Tahun  2011  

ada lah  Para  Penggugat  beg i tu  juga  dengan  

penguasaan  atas  data  maupun  dokumen  –  dokumen 

yang  ada ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

3.  Pemberhent i an  …….

3. Pemberhent i an  Tergugat  te rhadap  Para  Penggugat  

se laku  Anggota  KPU  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  

te l ah  menimbulkan  opin i  pub l i k  yang  ke l i r u  

te rhadap  Para  Penggugat  karena  akan  dianggap  

seo lah - olah  Para  Penggugat  t i dak  menja lankan  

Disclaimer
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tugas  sesua i  dengan   keten tuan    dan    pera tu ran  

perundang  – undangan   yang 

      ber laku ,  d imana  pada  kenyataannya  pelaksanaan  

Pemi lukada  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Tahun  2011  

te lah  dapat  ber ja l an  sukses  sesua i  dengan  

keten tuan  hukum yang  ber laku  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

4  Sela in  hal  te rsebu t  d ia tas ,  Sura t  Pemberhen t i an  

aquo  yang  di te rb i t k an  oleh  Tergugat  Ketua  Komis i  

Pemi l i han  Umum Prov ins i  Sumatera  Utara  te rhadap  

Para  Penggugat  se laku  Anggota  KPU  Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah  sangat  mencerminkan  kehendak  

hukum yang  sub jek t i f  dan bukan  di  dasar i  kehendak  

hukum  yang  objek t i f  yang  di  mot ivas i  dengan  

alasan  yang  je l as ,  te rang ,  benar  dan  memenuhi  

rasa  kead i l an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Guna menghindar i  kerug ian  yang  leb ih  besar  te rhadap  

Para  Penggugat  maka  pelaksanaan  Sura t  Keputusan  

Tergugat  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum  Prov ins i  

Sumatera  Utara  No.  1648/Kp ts /KPU- Prov- 002/2011  

ten tang  Pemberhent i an  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  Sumatera  Utara  

te r t angga l  3  Agustus  2011  harus  di tunda  sampai  ada  

Keputusan  Pengadi l an  yang  mempero leh  kekuatan  hukum 

te tap  dengan  a lasan  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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a. Berdasarkan  Pasa l  67  ayat  (2 )  Undang  -  undang  

No.5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan   Undang  -  

undang  No.  9  tahun   2004  ten tang    Perubahan

  

Undang- undang …..

          Undang- undang  No.5  tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  d iku t i p  

sebaga i  ber i ku t  :  “PENGGUGAT dapat  mengajukan  

permohonan  agar  pe laksanaan  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  i t u  d i t unda  se lama  pemer iksaan  sengke ta  

Tata  Usaha  Negara  sedang  ber ja l an  sampai  ada  

putusan  Pengad i l an  Yang  mempero leh  kekuatan  hukum 

te tap ”  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Berdasarkan  Pasa l  te rsebu t  Para  Penggugat  dapat  

mengajukan  penundaan  pelaksanaan  Sura t  

Pemberhent i an  a quo ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Berdasarkan  Pasa l  67  ayat  (4 )  a  Undang- undang  

No.5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang-

undang  No.9  tahun  2004  ten tang  Perubahan  Undang-

undang  No.5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  sebaga imana  diku t i p  sebaga i  ber i ku t  

:  “  Permohonan  Penundaan  sebaga imana  dimaksud  

dalam  ayat  (2 )  a  dapat  d ikabu l kan  hanya  apab i l a  

te rdapa t  keadaan  yang  sangat  mendesak  yang  

mengak iba tkan     kepent i ngan    Para    Penggugat  

sangat  d i -

Disclaimer
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       rug i kan  j i ka  keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  

diguga t  i t u  te tap  d i l aksanakan”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d ia tas  Para  Penggugat  

dengan  in i  memohon  kepada  yang  te rho rmat  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Medan  untuk  berkenan  

memer iksa  dan  memutus  perkara  in i  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM PENETAPAN PENUNDAAN :

Memer in tahkan  Terguga t  untuk  menunda  pelaksanaan  Sura t  

Keputusan  No.1648 /Kp ts /KPU- Prov- 002/2011  ten tang  

Pemberhent i an  Anggota  Komis i  Pemi l i han   Umum  Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah  Prov ins i   Sumatera   Utara

  

te r t angga l  …….

te r t angga l  3 Agustus  2011 sampai  ada putusan  Pengadi l an  

yang  mempero leh  kekuatan  hukum  te tap  ( ink rach t  van  

gewi j sde )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

1.  Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Menyatakan   bata l  atau   t i dak   sah   Sura t   Keputusan  

Tergugat   Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  

Sumatera  Utara  No.1648/Kp ts /KPU- Prov- 002/2011  ten tang  

32
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Pemberhent i an  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  Sumatera  Utara  te r t angga l  3 

Agustus  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Memer in tahkan   Tergugat   Ketua   Komis i   Pemi l i han  

Umum  Prov ins i  Sumatera  Utara  No.1648 /Kp ts /KPU- Prov-

002/2011  ten tang  Pemberhent i an  Anggota  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  

Sumatera  Utara  te r t angga l  3  Agustus  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

4.  Memer in tahkan   Tergugat   Ketua   Komis i   Pemi l i han  

Umum  Prov ins i  Sumatera   Utara   untuk    mendudukkan  

atau    memul ihkan    kedudukan

    hukum Para  Penggugat  kembal i  seper t i  semula  ya i t u  

sebaga i  anggota - anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  Sumatera  Utara  

per i ode  2008- 2013  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  har i  s idang  yang  te l ah  

di ten tukan  kedua  belah  pihak  datang  menghadap  

dipe rs i dangan ,  Para  Penggugat  datang  menghadap d iwak i l i  

o leh  Kuasanya  :  1.  SYAHRUZAL,  SH,  2.MULYADI,  SH,     3.  

Disclaimer
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YUSMANIZAR,  SH,   4.  MARWAN  HASIBUAN, SH,  

  

5.  AKHMAD ….

5.AKHMAD JOHARI DAMANIK,  SH,  6.  M.  ASWIN D.  LUBIS,  SH,  

7.  SURIADI ,  SH,  9.  KHOMAIDI  H.SIAMBATON,  SH,MH,  

berdasarkan  Surat  Kuasa Khusus   te r t angga l   08 Agustus  

2011 ,  sedangkan   Tergugat  datang  menghadap  

dipe rs i dangan   d iwak i l i   o leh   Kuasanya  :  1.   HAPOSAN 

MANURUNG,  SH  MARULI  PASARIBU,  SH,  3.  EVY  RATIMAH 

HAFSAH, SH,  ber dasarkan   Sura t   Kuasa  Khusus   Nomor   :  

1811/KPU Prov- 002/ IX /2011  tangga l  06  September  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Para  Penggugat  

te rsebu t  Tergugat  te lah  mengajukan  Jawaban  secara  

te r t u l i s  te r t angga l  26  September  2011  yang  pada 

pokoknya  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  ;  - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Tergugat  dengan  tegas  menolak  se lu ruh  

dal i l - da l i l  gugatan  Para  Penggugat  kecua l i  yang  diaku i  

secara  tegas  d ida lam  Jawaban  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tentang  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Prov ins i  Sumatera  Utara  No. 1648/Kp ts /KPU- Prov- 002/2011 ,  

tangga l  3  Agustus  2011,  ten tang  Pemberhen t i an  Anggota  
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Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  

Prov ins i  Sumatera  Utara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Bahwa  berdasarkan  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Prov ins i  Sumatera  Utara  Nomor  270- 4350/KPU- SU 

tangga l  25  Oktober  2008  te l ah  mengangkat  Sdr .  Kabul  

Lumban  Tobing ,  Maru l i  Fi rman  Lubis ,  SH,  I rwanner  

Muda Ri tonga ,  Syahr ia l  Sinaga  dan  I r .Dewi  Ei l f r i a na  

sebaga i  Anggota  KPU Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  (Para  

Penggugat ) .  (Buk t i  T- 1)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

2.  Bahwa ……..

2.  Bahwa  berdasarkan  Undang- undang  No.32  tahun  2004  

ten tang  Pemer in tahan  Daerah  dan  Undang- undang  No.22  

tahun  2007  ten tang  Penye lenggara  Pemi lu  bahwa  KPU 

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  ada lah  sebaga i  

Penye lenggara  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Tahun  2011  di  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  ;  

- - - - - - - - - - - - -

3.  Bahwa  da lam  proses  Penye lenggaraan  Pemi lu  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah  d imaksud,  Bawaslu  meni la i  bahwa KPU Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah  diduga  te l ah  melakukan  

pelanggaran    kode    et i k    seh ingga    berdasarkan  

Sura t  

      Bawaslu  Nomor  :  131/Bawas lu / I I I / 2 0 11  tangga l  16  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
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Maret  2011,  (Buk t i  T- 2) ,  per iha l  Rekomendas i  

Pembentukan  Dewan  Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  

Utara  yang  mana Bawaslu  sete lah  melakukan  ka j i an  dan  

didukung  ala t  bukt i  yang  d ipe ro l eh  te l ah  

merekomendas ikan  kepada  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara  

untuk  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Membentuk  Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  

Utara  untuk  memer iksa  dugaan  pelanggaran  Kode 

Et i k  yang  d i l akukan  oleh  Ketua  dan  Anggota  KPU 

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  atas  nama Kabul  Lumban 

Tobing ,  Maru l i  Fi rman  Lub is ,  SH,  I rwanner  Muda 

Ri tonga ,  Syahr ia l  Sinaga  dan  I r .  Dewi  Ei l f r i a na  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Memberhent i kan  Ketua  dan  Anggota  KPU Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah  atas  nama  Kabul  Lumban  Tobing ,  

Maru l i  Fi rman  Lubis ,  SH,

      I rwanner  Muda Ri tonga ,  Syahr ia l  Sinaga  dan I r .  

Dewi  Ei l f r i a na  yang  te rbuk t i  melanggar  kode  et i k  

da lam  Penye lenggaraan  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  

Tahun  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

4.   Bahwa menginga t  pada saat  d i t e r imanya  Sura t  Bawaslu  

dia tas  KPU  Kabupaten   Tapanu l i  Tengah   sedang  

menghadap i   gugatan   sengketa

  

perkara  . . . . .

36

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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perkara  perse l i s i h an  has i l  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Tahun  

2011  di  Mahkamah  Konst i t u s i  d i  Jakar ta  maka  untuk  

t i dak  mengganggu  proses  pers i dangan  te rsebu t  KPU 

Prov ins i  Sumatera  Utara  mempert imbangkan  untuk  

menunda pemer iksaan  te rhadap  dugaan  pelanggaran  kode  

et i k  yang  di l akukan  o leh  KPU Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah  sampai  adanya  Putusan  Akhi r  Mahkamah 

Konst i t u s i  te rhadap   perkara  dimaksud  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

5.   Sete lah  se lesa inya  proses  sengke ta  perkara  

perse l i s i h an  has i l  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  KabupatenTapanu l i  Tengah  Tahun  2011  

yang  dihadap i  o leh  KPU Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  d i  

Mahkamah Konst i t u s i ,  dan  dengan  ke luarnya  Keputusan  

MK Nomor  31/PHPU.D- IX /2011  tangga l  22  Jun i  2011,  

(Buk t i  T- 3) ,  maka se lan ju t nya  KPU Prov ins i  Sumatera  

Utara  dengan  Sura t  Keputusan  Nomor  :  1582/Kpts /KPU-

Prov- 002/2011  tangga l  26  Ju l i  2011  te l ah  membentuk  

Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara  untuk  

memer iksa  dugaan  pe langgaran  kode  et i k  yang  

di l akukan  oleh  KPU Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  sesua i  

dengan  rekomendas i  Bawaslu  (Buk t i  T- 4)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  Bahwa  sete lah  d iben tuknya  Dewan  Kehormatan  KPU 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prov ins i  Sumatera  Utara   maka Dewan  Kehormatan   KPU 

Prov ins i   Sumatera   Utara  mula i  

    melakukan  pemer iksaan  dan  k la r i f i k a s i  te rhadap  

dugaan  Pelanggaran  Kode Et i k  yang  d i l akukan  oleh  KPU 

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  dalam  Penye lenggaraan  

Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Tahun  2011  dengan  

menyampaikan  sura t  pangg i l an   pemer iksaan   dan  

k la r i f i k a s i .   Panggi l an    Pemer iksaan   dan

  

k la r i f i k a s i  . . . . . .

    k la r i f i k a s i  yang  per tama te rhadap  Sdr .  Kabul  Lumban 

Tobing ,  I rwanner  Muda  Ri tonga  dan  Sdr .  Syahr i a l  

Sinaga  sesua i  dengan  sura t  nomor :  02/DK.KPU-

Provsu /V I I / 2 011  tangga l  26  Ju l i  2011  dan  sesua i  

dengan  sura t  nomor  :  03/DK.KPU- Provsu /V I I / 2 011  

tangga l  26  Ju l i  2011  pangg i l an  pemer iksaan  dan  

k la r i f i k a s i  yang  per tama  pada  Sdr .  Maru l i  Fi rman  

Lub is ,  SH dan  I r .  Dewi  Ei l f r i a na ,  te tap i  anggota  KPU 

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah t i dak  ada yang  had i r  dengan  

alasan  agar  pemer iksaan  dapat    d iundurkan  

sehubungan    dengan    KPU   Kabupaten    Tapanu l i

    Tengah pada tangga l  27 Ju l i  2011 sedang  ber tugas  ke  

Jakar t a  untuk  berkonsu l t a s i  dengan  KPU  RI  dan  

Kement r i an  Dalam Neger i  da lam rangka  Penye lenggaraan  

Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Tahun  2011  sebaga imana  

Sura t  KPU Kabupaten  Tapanu l i  Tengah Nomor  :  838/  KPU-

38

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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TT/  002.434687 /  VI I / 2011  tangga l  26  Ju l i  2011,  

per i ha l  Mohon  Penundaan  Pemer iksaan  (Buk t i  T- 5)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.  Selan ju tnya   Dewan   Kehormatan   KPU  Prov ins i  

Sumatera   Utara  melayangkan  sura t  Panggi l an  

Pemer iksaan  dan  k la r i f i k a s i  yang  kedua  pada  tangga l  

29  Ju l i  2011,  sesua i  dengan  Sura t  Nomor  :  04/DK.KPU-

Provsu /V I I / 2 011 ,  per i ha l  pangg i l an  pemer iksaan  I I ,  

te tap i  da lam pemer iksaan  te rsebu t  hanya  dihad i r i  o leh  

satu  orang  Anggota  KPU Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  

ya i t u  Sdr i .  I r .Dew i  Ei l f r i a na  dan  4  (empat )  orang  

Anggota   KPU  Kabupaten   Tapanu l i   Tengah   la i nnya  

ya i t u  :  Sdr .

    Kabul  Lumban Tobing ,  Sdr .  Maru l i  Fi rman  Lub is ,  SH,  

Sdr . I rwanner  Muda Ri tonga ,  Sdr .Syahr i a l  Sinaga  t i dak  

had i r  dan  hanya  mengi r imkan  sura t  Nomor  :  844/KPU-

TT/002 .434687 /V I I / 2 011 ,  tangga l  29 Ju l i  2011,  Per iha l  

Mohon  Penangguhan  Pemer iksaan  (Buk t i  T- 6)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

Sedangkan  . . . . . .

Sedangkan  untuk  Sdr i . I r . Dew i  Ei l f r i a na  yang  mana yang  

bersangku tan  memenuhi  undangan  dimaksud  dan  te lah  

di l akukan  pemer iksaan  dan  k la r i f i k a s i  seper t i  yang  

te r t uang  dalam Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Nomor  :  05/DK-

KPUSU/BA/VI I I / 2 011 ,  tangga l  02 Agustus  2011 (Buk t i  T- 7)  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
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;  - - - - - - - - - -

Jad i  t i dak  benar  alasan  Para  Penggugat  yang  

menyatakan  bahwa Tergugat  t i dak  member ikan  kesempatan  

kepada  Para  Penggugat  untuk  melakukan  pembelaan  di r i  

dan k la r i f i k a s i  d ihadapan  Dewan Kehormatan

    KPU Prov ins i  Sumatera  Utara ,  hanya  sa ja  Para  

Penggugat  t i dak  menggunakan  haknya  dengan  t i dak  

menghadi r i  pangg i l an  pemer iksaan  yang  d isampaikan  

oleh  Dewan  Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara  

dengan  berbaga i  a lasan  yang  mereka  kemukakan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  berdasarkan  fak ta  

Sdr .  Kabul  Lumban  Tobing ,  

Sdr .  Maru l i  Fi rman  Lub is ,  

SH,  Sdr .  I rwanner  Muda 

Ri tonga ,  Sdr .  Syahr i a l  

Sinaga  t i dak  pernah  

menghadi r i  pangg i l an  

pemer iksaan  yang  

di l ayangkan  oleh  Dewan 

Kehormatan  KPU  Prov ins i  

Sumatera  Utara ,  untuk  i t u  

se lan ju t nya  karena  

pangg i l an  se lan ju t nya  t i dak  

akan  efek t i f  lag i  maka 

Dewan  Kehormatan  KPU 

Prov ins i  Sumatera  Utara  

40

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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memutuskan  untuk  membahas 

dan  menetapkan  has i l  

pemer i ksaan  dalam  bentuk  

penetapan  tanpa  kehad i ran  

Anggota  KPU  Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah ;  

9. Bahwa has i l  pemer i ksaan  dan  

k la r i f i k a s i  te rhadap  KPU 

Kabupaten  Tapanu l i   Tengah  

di tuangkan   da lam   Ber i t a  

Acara  Dewan Kehormatan  

      KPU Prov ins i  Sumatera  Utara  Nomor  :  06/DK.KPU-

Prov /BA/V I I I / 2 011 ,  tangga l  03  Agustus  2011  ten tang  

Penetapan  Hasi l  Pemer iksaan  dan Klar i f i k a s i  te rhadap  

dugaan  Pelanggaran  Kode Et i k  yang  di l akukan  oleh  KPU 

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  da lam  Penye lenggaraan  

Pemi lu  Kepala   Daerah  dan  Waki l  Kepala   Daerah  

Kabupaten  Tapanu l i

  

Tengah . . . . . . .

      Tengah  Tahun  2011  yang  merupakan  rekomendas i  

Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara  kepada  

KPU  Prov ins i  Sumatera  Utara  dengan  rekomendas i  

sebaga i  ber i ku t  :  memberhent i kan  Sdr .  Kabul  Lumban 

Tobing  sebaga i  Ketua  dan  Anggota  KPU  Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah  dan  te rhadap  Sdr .  I rwanner  Muda 

Ri tonga ,  Sdr .  Syahr i a l  Sinaga  dan Sdr .  Maru l i  Fi rman  

Lub is ,  SH sebaga i  Anggota  KPU Kabupaten  Tapanu l i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Tengah   dan    khusus   te rhadap   dugaan   pe langgaran  

kode   et i k    yang  di l akukan  oleh  Sdr i .  Dewi  

Ei l f r i a na ,  Dewan  Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  

Utara  memandang masih  per lu  melakukan  penda laman dan  

akan  di l akukan  pemer iksaan  lan ju t an  (Buk t i  T- 8)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa  menindak lan j u t i  

rekomendas i  Dewan 

Kehormatan  KPU  Prov ins i  

Sumatera  Utara  yang  mana 

berdasarkan  keten tuan  Pasa l  

112  ayat  (9 )  Undang- undang  

No.22  tahun  2007,  Pasa l  23 

ayat  (9 )  Pera tu ran  KPU 

Nomor  31  tahun  2008  dan 

Pasal  14 ayat  (3 )  Pera tu ran  

KPU  Nomor  38  tahun  2008 

menyatakan  bahwa  “KPU 

Prov ins i  waj ib  melaksanakan  

rekomendas i  Dewan 

Kehormatan  KPU  Prov ins i ” .  

Untuk  i t u  KPU  Prov ins i  

Sumatera  Utara  te l ah  

melakukan  rapa t  p leno  pada  

tangga l  03  Agustus  2011 

dengan  has i l  keputusan  

rapa t  mener ima  rekomendas i  

Dewan  Kehormatan  KPU 
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Prov ins i  Sumatera  Utara  

yang  di t uangkan  dalam 

Ber i t a   Acara  Hasi l  Rapat  

Pleno  KPU Prov ins i  Sumatera  

Utara  Nomor  :  

1647/BA/VI I I / 2 011 ,  tangga l  

03  Agustus  2011,  (Buk t i  T-

9)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa  dalam  rangka  

menindak  lan ju t i  Keputusan  

Rapat  Pleno  KPU  Prov ins i  

Sumatera  Utara ,  maka Komis i  

Pemi l i han  Umum  Prov ins i  

Sumatera  Utara  te l ah  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

Nomor  :  1648/Kp ts /KPU- Prov-

002/2011 ,    tangga l    03 

Agustus     2011   te l ah

  

memberhent i kan  . . . . .

      memberhent i kan  Sdr .  Kabul  Lumban Tobing  sebaga i  

Ketua  dan  Anggota  KPU Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  dan  

te rhadap  Sdr .  I rwanner  Muda Ri tonga ,  Sdr .  Syahr ia l  

Sinaga  dan  Sdr .  Maru l i  Fi rman  Lub is ,  SH sebaga i  

Disclaimer
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Anggota  KPU Kabupaten  Tapanu l i  Tengah (Buk t i  T- 10)  ;  

- - - - - - -

12. Bahwa  untuk  bahan 

per t imbangan  pengambi l an  

Keputusan  Maje l i s  Hakim,  

dapat  kami  sampaikan  bahwa 

KPU Prov ins i  Sumatera  Utara  

te l ah     pernah  

member ikan     sanks i  

Per inga tan     Ter tu l i s  

berupa  

Per inga tan  Keras  sebe lumnya  te rhadap  KPU Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah  karena  melanggar  kode  et i k  

Penye lenggara  Pemi lu  da lam  penye lenggaraan  Pemi lu  

Tahun  2009  di  Kabupaten   Tapanu l i  Tengah  sesua i  

dengan  Sura t  Nomor  :  270- 138/KPU- SU  ten tang  

Pember ian  Sanks i  Per inga tan  Ter tu l i s  berupa  

Per inga tan  Keras  kepada  Sdr .  Kabul  Lumban  Tobing ,  

Sdr .  Maru l i  Fi rman  Lub is ,  SH,  Sdr .  I rwanner  Muda 

Ri tonga ,  Sdr .  Syahr i a l  Sinaga  dan  Sdr i .  I r .  Dewi  

Ei l f r i a na  (Ketua  dan  Anggota  KPU Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah (Buk t i  T- 11)  ;  - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa  da lam  Penetapan  

Penundaan,  Tergugat  menolak  

alasan  yang  disampaikan  

oleh  Para  Penggugat  agar  

Maje l i s  Hakim memer in tahkan  

Tergugat  untuk  menunda 
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Sura t  Keputusan  Nomor  :  

1648/Kp ts /KPU- Prov- 002/2011  

tangga l  3  Agustus  2011 

ten tang  Pemberhent i an  

Anggota  Komis i  Pemi l i han  

Umum  Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah,  Prov ins i    Sumatera  

Utara   sampai    ada 

Putusan   Pengad i l an    yang

      mempero leh  kekuatan  hukum te tap  ( i nk rach t  van  

gewi j sde ) ,  karena  Terguga t  meni la i  t i dak  ada  

keadaan/a l asan  yang  sangat  mendesak  yang  

mengak iba tkan  kerug ian  kepada  Para  Penggugat  seper t i  

da l i l - da l i l  yang  mereka  kemukakan  sebaga imana  

dimaksud  Pasa l  67 ayat  (4 )  Undang- undang  No.  5 tahun  

1986  ten tang   Perad i l an   Tata   Usaha

  

Negara  . . . . . . . .

      Negara  sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang-

undang No.9  tahun  

      2004  ten tang  Perubahan  Undang- undang  No.5  tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  da l i l - da l i l  jawaban  yang  te l ah  d iu ra i kan  di  

atas  mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  yang  mengadi l i  perka ra  in i  untuk  menja tuhkan  

putusan  yang  amarnya  berbuny i  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Penetapan Penundaan :

Memohon  kepada  Maje l i s  Hakim  untuk  menolak  permin taan  

Para  Penggugat  agar  Tergugat  menunda  Sura t  Keputusan  

Nomor  :  1648/  Kpts /  KPU-Prov- 002/2011  tangga l  3 Agustus  

2011  ten tang  Pemberhent i an  Anggota  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  Prov ins i  Sumatera  Utara  

sampai  ada  Putusan  Pengad i l an  yang  mempero leh  kekuatan  

hukum te tap  ( i nk rach t  van  gewi j sde ) ,  karena  Tergugat  

meni la i  t i dak  ada  keadaan/a lasan  yang  sangat  mendesak  

yang  mengak iba tkan  kerug ian  kepada  Para  Penggugat  

sesua i  dengan  maksud  Pasa l  67  ayat  (4 )  Undang- undang  

No.5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang- undang  No.9  

tahun  2004  ten tang  Perubahan  Undang- undang  No.5  tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Pokok Perkara  :

1. Menolak  gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  sah  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Prov ins i  Sumatera  Utara  No.  1648/Kp ts /KPU- Prov-

002/2011 ,  tangga l  3  Agustus  2011  ten tang  

Pemberhent i an  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  Prov ins i  Sumatera  Utara  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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3.  Membebankan  . . . . . . .               

3. Membebankan  se lu ruh  biaya  yang  t imbu l  da lam 

perkara  in i  kepada  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  Jawaban  Terguga t  

te rsebu t ,  Para  Penggugat  te l ah  mengajukan  Repl i k  

te r t angga l  05  Oktober  2011 ,  dan  atas  Repl i k  Para  

Penggugat  te rsebu t ,  Tergugat  te lah  mengajukan  Dupl i k  

te r t angga l  10  Oktober   2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

  

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  da l i l - da l i l  

gugatannya  Para  Penggugat   te lah   mengajukan   a la t  

bukt i   sura t   berupa   fo to  copy  sura t - sura t  yang  te lah  

bermate ra i  cukup  dan  te l ah  pula  disesua i kan  dengan  

as l i nya  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  ala t  bukt i  yang  sah  

dalam  perkara  in i ,  kecua l i  bukt i  sura t  P- 4  s/d  P- 12  

t i dak  ada  as l i n ya  yang  diber i  tanda  Bukt i  P- 1 sampai  

dengan Bukt i  P- 16 ada lah  sebaga i  ber i ku t  ;  - - - - - - - -

1 . Foto  copy  Sura t  Keputusan  KPU Prov ins i  

Sumatera  Utara  Nomor  :  270- 4350/KPU- SU 

te r t angga l  25  Oktober  2008,  ten tang  

Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Anggota  

Disclaimer
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Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah  Prov ins i  Sumatera  Utara ,  (Bukt i  P-

1)   ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

2 . Foto  copy  Sura t  Pet i kan  Keputusan  KPU 

Prov ins i  Sumatera  Utara  Nomor  :  270-

4350/KPU- SU te r t angga l  25  Oktober  2008,  

ten tang  Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  

Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  Sumatera  Utara ,  

(Bukt i  P- 2)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

3.  Foto  copy  . . . . .

3 . Foto  copy  Sura t  Keputusan  KPU Prov ins i  

Sumatera  Utara  Nomor  :  1648/Kp ts /KPU-

Prov- 002/2011  te r t angga l  3  Agustus  2011,  

ten tang  Pemberhent i an  Anggota  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  

Prov ins i  Sumatera  Utara ,  (Bukt i  P- 3)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 . Foto  copy  Pera tu ran  KPU Nomor  38  tahun  

2008,  ten tang  Tata  Ker ja  Dewan Kehormatan  

Komis i  Pemi l i han  Umum  dan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Prov ins i ,  (Bukt i  P- 4)  ;  

- - - - - - - - - - -
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5 . Foto  copy  Sura t  Dewan  Kehormatan  KPU 

Prov ins i  Sumatera  Utara  Nomor  :  

02/DK.KPU- Provsu /V I I / 2 011 ,  te r t angga l  26 

Ju l i  2011,  Per iha l  Pemanggi l an  

Pemer iksaan  yang  di t u j u kan  kepada  Kabul  

Lumbantob ing ,  I rwanner  Muda  Ri tonga  dan  

Syahr i a l  Sinaga,  (  Bukt i  P- 5  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 . Foto  copy  Sura t  Dewan  Kehormatan  KPU 

Prov ins i  Sumatera  Utara  Nomor  :  

03/DK.KPU–Provsu /V I I / 2 011 ,  te r t angga l  

26  Ju l i  2011,  per iha l  Pemanggi l an  

Pemer iksaan ,  yang  di tu j ukan  kepada  Maru l i  

Fi rman  Lubis ,  SH dan  I r .  Dewi  Ei l f r i a na ,  

(Bukt i  P- 6)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

7 . Foto  copy  Sura t  Dewan  Kehormatan  KPU 

Prov ins i  Sumatera  Utara  Nomor  :  

04/DK.KPU- Provsu /V I I / 2 011 ,  te r t angga l  27 

Ju l i  2011,  Per iha l  Pemanggi l an  

Pemer iksaan  I I  yang  di tu j u kan  kepada  

Maru l i  Fi rman  Lub is ,  SH  dan  I r .  Dewi  

Ei l f r i a na ,  ( Bukt i  P- 7)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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8.  Foto  copy  . . . . . . . .

8 . Foto  copy  Sura t  Dewan  Kehormatan  KPU 

Prov ins i  Sumatera  Utara  Nomor  :  

04/DK.KPU- Provsu /V I I / 2 011 ,  te r t angga l  27 

Ju l i  20112,  Per iha l  Pemanggi l an  

Pemer iksaan  I I  yang  di tu j u kan  kepada  

Kabul  Lumbantob ing ,  I rwanner  Muda 

Ri tonga  dan  Syahr ia l  Sinaga,  (Bukt i  P- 8)  

;  - - - - - - - - - - - - - - - -

9 . Foto  copy   Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor  :  31  tahun  2008,  te r t angga l  

28  Oktober  2008,  Tentang  Kode  Et i k  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum  Komis i  

Pemi l i han  Umum,  (Bukt i  P- 9)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

10 . Foto  copy  Undang- undang  Pemi l i han  Umum 

Nomor  :  22  tahun  2007,  ten tang  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  umum,  khusus  

keten tuan  Pasal  29  dan  Pasa l  30,  (Bukt i  

P- 10) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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11 . Foto  copy  Undang- undang  Pemi l i han  Umum 

No.22  tahun  2007,  ten tang  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum,  (Bukt i  

P- 11)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 . Foto  copy  Sura t  Nomor  :  838/KPU-

TT/002 .434687/V I I / 2 011  tangga l  26  Ju l i  

2011  per iha l  Mohon Penundaan  Pemer iksaan ,  

(Bukt i  P- 12)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

  

13 . Foto  copy  Sura t  Nomor  :  842/KPU-

TT/002 .434687/V I I /  2011  tangga l  29   Ju l i  

2011   per iha l    Mohon   Kesed iaannya  

menjad i

  

Saks i  . . . . . .

                              saks i  ah l i  da lam 

pemer iksaan  yang  akan  di l akukan  oleh  DK 

Prov .  Sumatera  Utara ,  (Bukt i  P- 13)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 . Foto  copy  Sura t  Nomor  :  843/KPU-

TT/002 .434687/V I I / 2 011  tangga l  29  Ju l i  

2011  per iha l  saran  dan  pendapat  ten tang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Pembentukan  DK KPU Prov .  Sumatera  Utara ,  

(Bukt i  P- 14)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

15 . Foto  copy   Sura t  Nomor  :  844/KPU-

TT/002 .434687/V I I / 2 011  tangga l  29  Ju l i  

2011  per iha l  Mohon  Penangguhan  

Pemer iksaan ,  (Bukt i  P- 15)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 . Foto  copy  Sura t  Nomor  :  848/KPU-

TT/002 .4346878 /V I I / 2 011  tangga l  03 

Agustus  2011  per iha l  Laporan  ten tang  

t i ndakan  sewenang- wenang  yang  di l akukan  

oleh  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara ,  (Bukt i  

P- 16)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  seba l i knya  untuk  mendukung  

dal i l  -  da l i l  bantahannya ,  Terguga t  te lah  mengajukan  

ala t   bukt i  sura t  berupa  fo to  copy

sura t - sura t  yang  te l ah  bermate ra i  cukup  dan  te l ah  pula  

disesua i kan  dengan     as l i nya     seh ingga     dapat  

d i j ad i kan   a la t  bukt i  yang  sah dalam 

perkara  in i   kecua l i  Bukt i  T- 3,  Bukt i  T-  16  dan T- 17 

t i dak   ada  as l i nya   yang  dibe r i  tanda  Bukt i  T- 1 sampai  

dengan  Bukt i   T- 17  ya i t u   sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Foto  copy  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Prov ins i  Sumatera  Utara  

Nomor  :  270- 4350/KPU- SU  tangga l   25 

Oktober     2008     ten tang  

Pemberhent i an     dan

  

Pengangkatan  . . . . . .

                                Pengangkatan  Anggota  

KPU  Kabupaten  Tapanu l i ,  

Tengah,  Prov ins i  Sumatera  Utara , (Bukt i  

T- 1)  ;  - - - - - - - - - -

2. Foto  copy  Sura t  Badan Pengawas  Pemi l i han  

Umum Republ i k  Indones ia  Nomor  :  131/  

Bawaslu /  I I I /  2011,  tangga l  16  Maret  

2011,  Per iha l   Rekomendas i  Pembentukan  

Dewan  Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  

Utara ,  (Bukt i  T- 2)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Foto  copy  Putusan   Mahkamah Konst i t u s i  Nomor  :  

31/PHPU.D- IX /2011 ,  tangga l  24 Jun i  2011,  

Tentang  Putusan  Akhi r  da lam    perkara  

Perse l i s i h an   Hasi l   Pemi l i han   Umum 

                          Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
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Tahun 2011,  (Bukt i  T- 3)  ;  - - - - - - - - - - - - - -

4.  Foto  copy  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Prov ins i  Sumatera  Utara  Nomor  :  

1582/Kp ts /KPU- Prov- 002/2011 ,  tangga l  26 

Ju l i  2011  ten tang  Pembentukan  Dewan 

Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara ,  

(Bukt i  T- 4)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Foto  copy   Sura t  Panggi l an  Pemer iksaan  dan  

Klar i f i k a s i  Nomor  ;  02/  DK.KPU  -  

Provsu /V I I / 2 011 ,  tangga l  26  Ju l i  2011,  

per iha l  pangg i l an  pemer iksaan  te rhadap  

Sdr .Kabu l  Lumbantob ing ,  Sdr .  I rwanner  

Muda  Ri tonga  dan  Sdr .  Syahr ia l  Sinaga  

(Ketua  dan  Anggota  KPU  Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah) ,  (Bukt i  T- 5)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

6.  Foto  copy  . . . . .

6.  Foto  copy  Sura t  Panggi l an  Pemer iksaan  dan  

Klar i f i k a s i  Nomor  :  03/DK.KPU-

Provsu /V I I / 2 011  tangga l  26  Ju l i  2011,  

per iha l  pangg i l an  pemer iksaan  te rhadap  
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Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

55

Sdr .  Maru l i  Fi rman  Lubis ,  SH dan  Sdr i .  

Dewi  Ei l f r i a na  (Anggota  KPU Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah,  (Bukt i  T- 6)  ;  - - - - - - - -

7.  Foto  copy  Sura t  Panggi l an  Pemer iksaan  dan  

Klar i f i k a s i  Nomor  :  04/DK.KPU-

Provsu /V I I / 2 011  tangga l  27  Ju l i  2011,  

per iha l  pangg i l an  pemer iksaan  I I ,  (Bukt i  

T- 7)  ;  - - - - - - - - -

8.  Foto   copy    Ber i t a  Acara  Klar i f i k a s i  te rhadap  

Sdr i .  I r .  Dewi  Ei l f r i a na  (Anggota  KPU 

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah)  pada  tangga l  

2 Agustus  2011  oleh  Dewan Kehormatan  KPU 

Prov ins i  Sumatera  Utara ,  (Bukt i  T- 8)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.  Foto   copy   Ber i t a  Acara  Nomor  :  1647/  BA/  VI I I /  

2011,  tangga l  03  Agustus  2011  ten tang  

Tindak  Lan ju t  Rekomendas i  Dewan 

Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara  

te rhadap   has i l   pemer i ksaan   dan  

k la r i f i k a s i   te rhadap

                         dugaan  pelanggaran  kode  

et i k  yang  di l akukan  Anggota  KPU 

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  dalam 

Penye lenggaraan  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan 

Waki l  Kepala  Daerah  Tahun  2011,  (Bukt i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
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T- 9)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.  Foto  copy   Sura t   Keputusan   Komis i   Pemi l i han  

Umum  Prov ins i  Sumatera  Utara  Nomor  :  

1648/Kp ts /KPU- Prov- 002/2011

  

tangga l  . . . . . . . .

                         tangga l  3  Agustus  2011  

ten tang  Pemberhent i an  Anggota  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  

Prov ins i  Sumatera  Utara ,  (Bukt i  T- 10)  ;  

- - - - - - - - - -

11. Foto  copy  Sura t  Keputusan   Komis i  

Pemi l i han   Umum  Prov ins i  Sumatera  Utara  

Nomor  :  270- 138/KPU- SU, ,  tangga l  18 

Januar i  2010  ten tang  Pember ian  Sanks i  

per inga tan  te r t u l i s  berupa  per i nga tan  

keras  kepada  Sdr .  Kabul  Lumbantob ing ,  

Sdr .  Maru l i  Fi rman  Lubis ,  Sdr .  I rwanner  

Muda  Ri tonga ,  Sdr .  Syahr i a l  Sinaga  dan  

Sdr i .  I r .  Dewi  Ei l f r i a na  (Ketua  dan  

Anggota  KPU Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  

(Bukt i  T- 11)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

12.  Foto  copy  Ber i t a  Acara  Nomor  :  
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06/DK.KPUSU/BA/VI I I / 2 011 ,  ten tang  

Penetapan  Hasi l  Penye l i d i k an  dan 

Pemer iksaan  te rhadap  dugaan  Pelanggaran  

Kode Et i k                           yang  

di l akukan  oleh  KPU  Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah  dalam  Penye lenggaraan  Pemi lu  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Tahun  2011  d i  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  

(Bukt i  T- 12)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.  Foto   copy   Krono log i  Pemberhent i an  4  (empat )  

orang  Anggota  KPU  Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah,  (Bukt i  T- 13)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

14.  Foto  copy  Laporan  Pengawasan  KPU  Prov ins i  

Sumatera  Utara  te rhadap  KPU Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah  dalam  melakukan  

ver i f i k a s i    dan   k la r i f i k a s i     par ta i  

Pol i t i k

  

Pengusung  . . . . . . .

                           Pengusung  empat  baka l  

pasangan  ca lon  da lam  pemi lukada  

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  2011,  (Bukt i  

T- 14)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.  Foto   copy  Sura t  Mahkamah  Agung  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  114/KMA/HK.01 / IX /2011  

tangga l  6  September  2011  per i ha l  Mohon 

Fatwa  MARI  te rhadap  Putusan  PTUN Medan 

Nomor  01/G/2011 /PTUN- Medan,  Tindak  

Lan ju t  Permohonan  Fatwa  MARI  te rhadap  

Putusan  PTUN  Medan  Nomor  :  

01/G/2011 /PTUN- MDN  yang  te l ah  

berkekua tan  hukum te tap  ( Ink rach t )  dan  

Pemi lukada  ulang  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Tapanu l i  Tengah,  (Bukt i  T- 15)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

  

16.  Foto   copy   Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  

:  31  tahun  2008  ten tang  Kode  Et i k  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum,  (Bukt i  T-

16)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

17 . Foto   copy   Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  

Umum No.  38  tahun  2008  ten tang     Tata  

Ker ja     Dewan    Kehormatan    Komis i

                            Pemi l i han  Umum dan Komis i  

Pemi l i han  Umum Prov ins i  Sumatera  Utara ,  

58

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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(Bukt i  T- 17)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

Menimbang,  bahwa  kedua  be lah  pihak  t i dak  ada 

mengajukan  Saks i - saks i  da lam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

  
Menimbang . . . . . .

Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  te l ah  

mengajukan  Konklusi /Kes impulan nya secara  te r t u l i s  

te r t angga l  09  Nopember  2011  sedangkan  Tergugat  

mengajukan  Konklusi /Kes impulannya  te r t angga l  16 

Nopember  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  akh i rnya  kedua  belah  pihak  

menyatakan  t i dak   ada    mengajukan   apa -  apa  lag i  

da lam  perkara  in i ,  dan se lan ju t nya  

mohon  putusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG  PERTIMBANGAN  HUKUM 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa maksud dan tu juan  gugatan  Para  

Penggugat  adalah  sebaga imana  te rsebu t  d i  atas  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  d i  da lam  gugatannya  Para  

Penggugat  te l ah  mengajukan  tun tu tan  pembata lan  atau  

dinya takan  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  Tergugat ,  Ketua  

Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Sumatera  Utara  Nomor:  

1648/Kp ts / KPU-Prov- 002/2011  tangga l  3  Agustus  2011 

ten tang  Pemberhent i an  Kabul  Lumban  Tobing ,  Maru l i  

Fi rman  Lubis ,  SH,  Syahr i a l  Sinaga  dan  I rwanner  Muda 

Ri tonga  sebaga i  Ketua  dan Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  Prov ins i  Sumatera  Utara ,  d i  

mana Keputusan  Tergugat  te rsebu t  menuru t  Para  Penggugat  

te l ah  merug ikan  kepent i ngan  Para  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Para  

Penggugat  te rsebu t ,  Tergugat  te l ah  mengajukan  Jawaban  

te r t angga l  26  September  2011  yang  pada  pokoknya  

membantah  dal i l - da l i l  gugatan  Para  Penggugat  dengan  

menyatakan    pada     in t i n ya     bahwa    penerb i t an  

Keputusan    Tergugat  

  

merupakan  ……..

merupakan  t i ndak  lan ju t / pe laksanaan  rekomendas i  Dewan 

Kehormatan  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Sumatera  

Utara  seh ingga  te l ah  memenuhi  prosedur ,  mekanisme  dan  

ta ta  cara  yang  di ten tukan  o leh  Undang- undang  Nomor  22 

Tahun  2007  ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum, 

60

Disclaimer
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Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  31  Tahun  2008  

ten tang  Kode  Et i k  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum dan  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  38  Tahun  2008  

ten tang  Tata  Ker ja  Dewan  Kehormatan  Komis i  Pemi l i han  

Umum  dan  Komis i  Pemi l i han  Umum  Prov ins i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dasar  

gugatannya ,  d i  pers i dangan  Para  Penggugat  mengajukan  

bukt i - bukt i  ber tanda  P- 1  sampai  dengan  P- 16 tanpa  

mengajukan  saks i  walaupun  te l ah  dibe r i  kesempatan  untuk  

i t u ,  seba l i k nya  untuk  meneguhkan  da l i l - da l i l  

sangka lannya ,  d i  pers i dangan  Tergugat  mengajukan  pula  

bukt i - bukt i  ber tanda  T- 1  sampai  dengan  T- 17 tanpa  

mengajukan  saks i  walaupun  te l ah  dibe r i  kesempatan  untuk  

i t u  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim 

(se lan ju t n ya  d isebu t  “Maje l i s ” )  akan  memper t imbangkan  

pokok  sengketa  yang  berdasarkan  gugatan  Para  Penggugat ,  

Jawaban  Tergugat ,  Repl i k ,  Dupl i k ,  pembukt i an  maupun 

kes impu lan  masing- masing  pihak ,  d idapa t i  fak ta  hukum 

yang  past i  yang  te l ah  d iaku i  bersama  o leh  para  pihak  

dan  t i dak  lag i  menjad i  perse l i s i h an  hukum,  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1.  Bahwa Para  Penggugat  ada lah  Ketua  dan Anggota  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  Prov ins i  

Sumatera  Utara  masa jaba tan   2008- 2013   berdasarkan  

Keputusan  Komis i   Pemi l i han    Umum

  

Prov ins i  . . . . . .

    Prov ins i  Sumatera  Utara  Nomor  270- 4350/KPU- SU 

tangga l  25  Oktober  2008  (v i de  P- 1  =  T- 1)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2.  Bahwa   mela lu i   Keputusan  Tergugat   Nomor  :  

1648/Kp ts / KPU-Prov- 002/2011  tangga l  3  Agustus  2011,  

Tergugat  te l ah  memberhent i kan  Para  Penggugat  sebaga i  

Ketua  dan  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah,  Prov ins i  Sumatera  Utara  (v ide  P- 3 = 

T- 10) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa seba l i knya  dar i  jawab  j i nawab  

sampai  dengan  kes impu lan  para  p ihak ,  dengan  mengacu  

pada  t i ga  parameter  pengu j i an  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  ya i t u  dasar / sumber  wewenang,  prosedur  dan 

subs tans i  penggunaan  wewenang,  Maje l i s  berkes impu lan  

bahwa  yang  masih  merupakan  perse l i s i h an  di  anta ra  

pihak- pihak  berperka ra  dan  yang  menjad i  in t i  pokok  

persengke taan  adalah  :  - - - - - - - - - - - - - -

1. Apakah  Tergugat  mempunya i  kewenangan  untuk  

62

Disclaimer
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menerb i t kan  Keputusan  yang  menjad i  obyek  sengketa?  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Apakah  prosedur  dan  substans i  da lam  menerb i t kan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjad i  obyek  

sengketa  te l ah  di l anggar  atau  t i dak  memenuhi  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ?  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  per i ha l  apakah  Tergugat  

mempunyai  kewenangan  menerb i t kan  Keputusan  Nomor:  

1648/Kp ts / KPU-Prov- 002/2011  tangga l  3 Agustus  2011 yang  

ber i s i  pemberhen t i an  Para  Penggugat    sebaga i     Ketua  

dan    Anggota    Komis i    Pemi l i han    Umum 

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  maka  Maje l i s  

memper t imbangkannya  dengan  berdasarkan  keten tuan  Pasal  

29  ayat  (1 )  huru f  c ,  ayat  (2 )  huru f  b  dan   ayat   (3 )  

huru f   c   Undang- undang   Nomor  :   22   Tahun   2007  

ten tang

  

Penye lenggara  . . . . . . . .

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum,  yang  pada  in t i n ya  

dinya takan  bahwa  anggota  KPU  Kabupaten /Ko ta  

dibe rhen t i k an  oleh  KPU Prov ins i  da lam  ha l  melanggar  

sumpah/ jan j i  jaba tan  dan/a tau  kode  et i k ,  keten tuan  yang  

sama dia tu r  pu la  d i  da lam  Pasa l  60  ayat  (1 )  huru f  c  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  05  Tahun  2008  

ten tang  Tata  Ker ja  Komis i  Pemi l i han  Umum,  Komis i  

Pemi l i han  Umum Prov ins i  dan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kabupaten /Ko ta  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  21 Tahun 2008 dan  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  37  Tahun  2008,  

seh ingga  berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  d i  

atas ,  maka Maje l i s  berpendapat  bahwa Tergugat  mempunya i  

wewenang  untuk  menerb i t kan  Keputusan  Nomor:  

1648/Kp ts / KPU-Prov- 002/2011  tangga l  3  Agustus  2011 

per i ha l  pemberhent i an  Para  Penggugat  sebaga i  Ketua  dan  

Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  

(ob jek  sengketa )  dan  wewenang  Tergugat  te rsebu t  

d idasarkan  pada  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2007  

ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum dan  Pera tu ran  

Komis i  Pemi l i han  Umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa per i ha l  apakah  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  Keputusan  yang  menjad i  obyek  gugatan  dalam 

konteks  prosedur  maupun  substans i  te l ah  di l anggar  atau  

t i dak  memenuhi  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku ,  maka  te r l eb i h  dahu lu  Maje l i s  akan  

memper t imbangkan  dalam  perspek t i f  prosedur  di  mana 

berdasarkan  bukt i  P- 3 yang  sama  dengan  bukt i  T- 10 

berupa  Sura t  Keputusan  Tergugat     Nomor    :  

1648/Kp ts / KPU-Prov- 002/2011  tangga l  3  Agustus  2011 

per i ha l  pemberhent i an  Para  Penggugat  sebaga i  Ketua  dan 

Anggota  Komis i    Pemi l i han    Umum  Kabupaten   Tapanu l i  

Tengah,    maka   d ipe ro l eh   fak ta
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bahwa . . . . . .

bahwa   Para  Penggugat   te lah  diberhen t i k an   secara  

te tap  oleh  Tergugat  karena  dinya takan  te rbuk t i  

melanggar  sumpah/ j an j i  jaba tan  dan/a tau  kode  et i k ,  

sedangkan  d i  p ihak  la i n ,  Para  Penggugat  menolak  

pemberhent i an  te rsebu t  karena  t i dak  dibe r i  kesempatan  

kepada  Para  Penggugat  untuk  menggunakan  haknya  membela  

di r i  d i  hadapan  Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  

Utara  seh ingga  Tergugat  be lum  pernah  melakukan  

ver i f i k a s i  dan k la r i f i k a s i  te rhadap  Para  Penggugat ,  ha l  

mana menuru t  Para  Penggugat  ber ten tangan  dengan  Pasal  

30  ayat  (2 )  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2007  dan  

Pera tu ran  KPU Nomor  38  Tahun  2008  ten tang  Tata  Ker ja  

Dewan  Kehormatan  Komis i  Pemi l i han  Umum dan  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Prov ins i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  29  

sampai  dengan  Pasa l  31  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  

2007  ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum,  keten tuan  

Pasal  59  sampai  dengan  Pasa l  65  Pera tu ran  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor  05  Tahun  2008  ten tang  Tata  Ker ja  

Komis i  Pemi l i han  Umum,  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  

dan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten /Ko ta  sebaga imana  

te l ah  diubah  dengan  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor  21 Tahun 2008 dan Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Disclaimer
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Nomor  37  Tahun  2008  dan  berdasarkan  Pera tu ran  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor  31  Tahun  2008  ten tang  Kode  Et i k  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum ser ta  Pera tu ran  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor  38  Tahun  2008  ten tang  Tata  Ker ja  

Dewan  Kehormatan  Komis i  Pemi l i han  Umum dan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Prov ins i   te lah   d ia tu r   prosedur   dan  

mekanisme  pemberhent i an   anggota  

KPU  te rmasuk  anggota  KPU  Kabupaten /Ko ta  yang  pada  

pokoknya  pada  Pasa l  29   Undang- undang   Nomor  22  Tahun  

2007  ten tang  Penye lenggara

  

Pemi lu  . . . . . . .

Pemi lu   d inya takan  bahwa  anggota  KPU  Kabupaten /Ko ta  

dibe rhen t i k an  dian ta ranya  yang  re levan  dengan  perkara  

in i  ya i t u  apab i l a  melanggar  sumpah/ jan j i  jaba tan  

dan/a tau  kode  et i k  (Pasa l  29  ayat  (2 )  huru f  b) ,  dan 

pemberhent i an  anggota  KPU Kabupaten /Ko ta  dengan  alasan  

melanggar  sumpah/ j an j i  jaba tan  dan/a tau  kode  et i k  

te rsebu t  d i l akukan  dengan  prosedur  dan  mekanisme 

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Menuru t  keten tuan  Pasal  30  ayat  (1 )  Undang- undang  

Nomor  22  Tahun  2007  di ten tukan  bahwa  proses  

pemberhent i an  dengan  a lasan  te rsebu t  d i  atas  harus  

di l akukan  dengan  didahu lu i  ver i f i k a s i  te r l eb i h  

dahu lu ,  proses  mana menuru t  Pasa l  30 ayat  (2 )  Undang-

undang  te rsebu t  harus  member i  kesempatan  dan menjamin  

agar  Anggota  KPU Kabupaten /Ko ta  yang  d iadukan  dibe r i  
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kesempatan  untuk  membela  di r i  d i  hadapan  Dewan 

Kehormatan  KPU  Prov ins i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Selan ju t nya  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  16 ayat  (1 ) ,  

(4 )  dan  (5 )  Pera tu ran  KPU No.  38  Tahun  2008  ten tang  

Tata  Ker ja  Dewan Kehormatan  Komis i  Pemi l i han  Umum dan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  d ia tu r  bahwa  untuk  

melakukan  pemberhen t i an  Anggota  KPU Kabupaten /Ko ta  

baik  atas  dasar  rekomendas i  Badan  Pengawas  Pemi lu  

atau  berdasarkan  pengaduan  masyaraka t ,  maka  KPU 

Prov ins i  mengadakan  ver i f i k a s i  dan  atau  k la r i f i k a s i  

yang  has i l nya  digunakan  sebaga i  dasar  untuk  membentuk  

Dewan  Kehormatan  KPU Prov ins i ,  se lan ju t n ya  menuru t  

Pasal  17  ayat  (5 )  Pera tu ran  KPU No.  38  Tahun  2008  

te rsebu t  d ia tu r  pu la  bahwa  pelaksanaan  tugas  Dewan 

Kehormatan  KPU Prov ins i  d i l akukan  mela lu i  prosedur  

pemer iksaan  admin is t r a t i f ,  pemer i ksaan   pers idangan  

dan  pemer iksaan   lapangan ,  di  mana  untuk  

    melakukan  pemer iksaan  pers i dangan ,  menuru t  

keten tuan  Pasa l  22  ayat  (3 ) ,  (4 )  dan  (5)  Pera tu ran  

KPU No.  38 Tahun 2008,  Dewan  Kehormatan  

  

KPU …..

    KPU Prov ins i    mela lu i   Sekre ta r i s   Dewan 

Kehormatan   KPU   Prov ins i  

    menyampaikan  pangg i l an  kepada  Anggota  KPU 

Disclaimer
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Kabupaten /Ko ta  yang  diadukan  dan  pangg i l an  te rsebu t  

sudah  harus  di te r ima  pal i ng  lambat  3  ( t i ga )  har i  

sebe lum  s idang  Dewan  Kehormatan  KPU Prov ins i  yang  

te l ah  di ten tukan ,  d i  mana  da lam  pemer iksaan  

pers i dangan ,  Anggota  KPU Kabupaten /Ko ta  yang  diadukan  

dimin ta  untuk  mengemukakan  pembelaan ,  leb ih  lan ju t  

Pasal  22  ayat  (5 )  Pera tu ran  KPU No.  38  Tahun  2008  

menegaskan  bahwa da lam hal  Anggota  KPU Kabupaten /Ko ta  

t i dak  memenuhi  pangg i l an  sampai  dengan  3 ( t i ga )  ka l i  

sura t  pangg i l an ,  maka  Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  

segera  membahas  dan  menetapkan  keputusan  tanpa  

kehad i ran  Anggota  KPU  Kabupaten /Ko ta   yang  

bersangku tan ,  se la i n  i t u ,  Pasa l  23 ayat  (4 )  Pera tu ran  

KPU Nomor  38  Tahun  2008  menentukan  pula  bahwa dalam 

pemer iksaan  pers i dangan  berkenaan  dengan  

pemberhent i an  Anggota  KPU  Kabupaten /Ko ta  harus  

berdasarkan  rekomendas i  Badan  Pengawas  Pemi lu ,  maka 

Dewan  Kehormatan  KPU  per lu  meminta  kete rangan  

dan/a tau  pen je l asan  dar i  Badan  Pengawas  Pemi lu  

berkenaan  rekomendas i  yang  te l ah  disampaikan  kepada  

KPU Prov ins i  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

c.  Sete lah  Dewan  Kehormatan  KPU Prov ins i  melakukan  

pers i dangan  dan  mengeluarkan  rekomendas i  berupa  

pemberhent i an  anggota  KPU yang  bersangku tan ,  sesua i  

dengan  keten tuan  Pasa l  30  ayat  (3 )  dan  Pasa l  31  ayat  

(1 )  huru f  c  UU Nomor  22  Tahun  2007,  anggota  KPU 

Kabupaten /Ko ta  yang  bersangku tan  d ibe rhen t i k an  

sementara  sebaga i  anggota  KPU Kabupaten /Ko ta  o leh  KPU 
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Prov ins i  d i  mana pemberhent i an    sementara    te rsebu t  

berdasarkan   Pasa l    31  ayat  (6 )

    Undang- undang  te rsebu t  pa l i ng  lama 60 (enam puluh)  

har i  ker j a  dan  dapat   d ipe rpan jang   pa l i ng   lama  30  

( t i ga  pu luh)  har i  ker ja ,  dan sete lah

  

d ibe rhen t i k an  . . . . . . . .  

    d ibe rhen t i k an   sementara   menuru t   cara   dan  

tenggang  waktu  te rsebu t ,  

    se lan ju tn ya  KPU Prov ins i  baru lah  menerb i t kan  

Keputusan  Pemberhent i an  secara  te tap  anggota  KPU 

Kabupaten /Ko ta  yang  bersangku tan  sebaga imana  dia tu r  

d i  da lam  Pasa l   30  ayat  (3 )  Undang- undang  Nomor  22 

Tahun  2007,  dengan  demik ian  dar i  ura ian  keten tuan  

te rsebu t  dapat  d is impu lkan  bahwa apab i l a  anggota  KPU 

Kabupaten /Ko ta  akan  dibe rhen t i k an  secara  te tap  karena  

melanggar  sumpah/ j an j i  jaba tan  dan/a tau  kode  et i k  

atas  dasar  rekomendas i  Badan  Pengawas  Pemi lu ,  maka 

Anggota  KPU Kabupaten /Ko ta  yang  bersangku tan  harus  

dibe r i  kesempatan  untuk  membela  di r i  d i  hadapan  

s idang  Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  yang  d i l akukan  

dengan  cara  Dewan  Kehormatan  KPU Prov ins i  mela lu i  

Sekre ta r i a t  melakukan  pangg i l an  hingga  3 ( t i ga )  ka l i  

kepada  Anggota  KPU yang  diadukan  dan set i ap  pangg i l an  

te rsebu t  sudah  harus  di te r ima  oleh  Anggota  KPU pal i ng  

Disclaimer
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lambat  3 ( t i ga )  har i  sebe lum s idang  Dewan Kehormatan  

KPU  Prov ins i  yang  te l ah  di ten tukan ,  dan  apab i l a  

Anggota  KPU Kabupaten /Ko ta  t i dak  memenuhi  pangg i l an  

sampai  dengan  3  ( t i ga )  ka l i  sura t  pangg i l an ,  maka 

Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  membahas dan menetapkan  

keputusan  tanpa  kehad i ran  Anggota  KPU Kabupaten /Ko ta  

yang  bersangku tan ,  se la i n  i t u  pemer iksaan  pers i dangan  

berka i t an  dengan  pemberhen t i an  Anggota  KPU 

Kabupaten /Ko ta  berdasarkan  rekomendas i  Badan Pengawas  

Pemi lu ,  maka  Dewan  Kehormatan  KPU Prov ins i  per lu  

meminta  kete rangan  dan/a tau  pen je lasan  dar i  Badan 

Pengawas  Pemi lu  (Bawas lu ) ,  dan  se lan ju t nya  anggota  

KPU Kabupaten /Ko ta  te rsebu t  hanya  dapat  d ibe rhen t i k an  

secara  te tap  apab i l a  te lah  menja lan i  masa 

pemberhent i an

  

sementara  . . . . . .    

    sementara  pal i ng  lama  60  (enam puluh)  har i  ker j a  

yang  dapat  d iperpan jang  pal i ng  lama  30  ( t i ga )  pu luh  

har i  ker j a  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

Menimbang,  bahwa  dalam  perspek t i f  prosedur  

berdasarkan  keten tuan  pera tu ran  perundang  -  undangan  di  

atas ,  Maje l i s  kemudian  memper t imbangkan  bahwa  Tergugat  

da lam  perkara  in i  da lam,   menerb i t kan  Keputusan  yang  

menjad i  obyek  gugatan  menuru t  bukt i  ber tanda  T- 2 berupa  

Sura t  Badan  Pengawas  Pemi lu  tangga l  16  Maret  2011  No.  
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131/Bawas lu / I I I / 2 011  kepada  Tergugat ,  te rnya ta  bermula  

dar i  adanya  rekomendas i  Badan  Pengawas  Pemi lu ,  

se lan ju t nya  berdasarkan  Bukt i  T- 4  berupa  Keputusan  

Tergugat  No.  1582/Kp ts /KPU- Prov- 002/2011  tangga l  26  

Ju l i  2011,  Tergugat  te l ah  membentuk  Dewan  Kehormatan  

KPU  Prov ins i  Sumatera  Utara  untuk  melakukan  

k la r i f i k a s i / v e r i f i k a s i  dan  pemer iksaan  te rhadap  dugaan  

pelanggaran  kode  et i k  yang  di l akukan  o leh  Para  

Penggugat ,  kemudian  untuk  kepent i ngan  pemer iksaan  

te rhadap  Para  Penggugat ,  Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  

Sumatera  Utara  te l ah  melakukan  pangg i l an  te rhadap  Para  

Penggugat ,  d i  mana untuk  pangg i l an  per tama  didasarkan  

pada  bukt i  P- 5 dan  P- 6 yang  sama dengan  bukt i  T- 5  dan  

T- 6  berupa  sura t  pangg i l an  pemer iksaan  No.  02/DK.KPU-

Provsu /V I I / 2 011  tangga l  26 Ju l i  2011 dan No.  03/DK.KPU-

Provsu /V I I / 2 011  tangga l  26  Ju l i  2011,  masing- masing  

untuk  melakukan  pemer iksaan  pada  tangga l  29  Ju l i  2011,  

dan  atas  pangg i l an  pemer iksaan  te rsebu t ,  mela lu i  

sura tnya  te r t angga l  26  Ju l i  2011  No.  838/KPU-

TT/002 .434687 /V I I / 2 011 ,  Para  Penggugat  te lah  

menyampaikan  sura t  permohonan  penundaan  pemer iksaan  

sebaga imana  te rnya ta  dar i  bukt i  P- 12,  yakn i  dengan  

alasan  akan  ber tugas  ke  Jakar ta  untuk  berkonsu l t as i  

dengan  KPU RI  dan  Kementer i an   Dalam  Neger i   da lam 

rangka   Penye lenggaraan  Pemi lukada

  

Tapanu l i  …….

Tapanu l i  Tengah  Tahun  2011,  se lan ju t nya  berdasarkan  
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bukt i  P- 7  dan  P- 8  yang  sama dengan  bukt i  T- 7  dan  T- 8 

masing- masing  berupa  sura t  pangg i l an  pemer iksaan   I I  

No.   04/DK.KPU- Provsu /V I I / 2 011   tangga l    27    Ju l i  

2011,  Dewan  Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara  

kembal i  melakukan  pangg i l an  te rhadap  Para  Penggugat  

untuk  melakukan  pemer iksaan  tangga l  02  Agustus  2011,  

dan  atas  pangg i l an  pemer iksaan  kedua  in i ,  Para  

Penggugat  kembal i  menyampaikan  sura t  permohonan  

penundaan  pemer iksaan  sebaga imana  te rnya ta  dar i  bukt i  

P- 15 berupa  Sura t  mohon penangguhan  pemer iksaan  tangga l  

29 Ju l i  2011 No.  844/KPU- TT/002 .4346787/V I I / 2 011  dengan  

alasan  Para  Penggugat  sedang  mengajukan  permohonan  

k la r i f i k a s i  te r l eb i h  dahu lu  kepada  Tergugat  sebe lum 

Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara  melakukan  

pemer iksaan  dan  sedang  mengajukan  permohonan  kepada  

Ketua  dan  Anggota  KPU RI  agar  menjad i  saks i  ah l i  da lam 

proses  pemer iksaan  di  s idang  Dewan  Kehormatan  KPU 

Prov ins i  Sumatera  Utara ,  dan  atas  ket i dak  had i ran  Para  

Penggugat  se lama  dua  ka l i  ber tu ru t - tu ru t  te r sebu t ,  

se lan ju t nya  Dewan  Kehormatan  KPU  Prov ins i  Sumatera  

Utara  te l ah  melakukan  s idang  pemer iksaan  hanya  te rhadap  

satu  orang  anggota  KPU Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  ya i t u  

I r .  Dewi  Ei l f r i a na  dengan  tanpa  kehad i ran  Para  

Penggugat  sebaga imana  te r l i h a t  dar i  bukt i  ber tanda  T- 8 

berupa  Ber i t a  Acara  Klar i f i k a s i  Dewan  Kehormatan  KPU 

Prov ins i  Sumatera  Utara  tangga l  2  Agustus  2011,  dan  

kemudian  berdasarkan  s idang  pemer iksaan  te rsebu t ,  Dewan 

Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara  mela lu i  Ber i t a  
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Acara  No.  06/DK.KPUSU/BA/VI I I / 2 011  tangga l   2  Agustus  

2011  sebaga imana  bukt i  T- 12  te l ah  mengeluarkan  

penetapan  has i l     penye l i d i k an    /    ver i f i k a s i     dan  

pemer iksaan     te rhadap     dugaan

  

pe langgaran  …..

pelanggaran  kode  et i k  yang  di l akukan  o leh  KPU Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah  dalam penye lenggaraan  Pemi lukada  Tahun  

2011 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fak ta - fak ta  hukum 

di  atas ,  maka  Maje l i s  mempert imbangkan  bahwa  te rnya ta  

atas  ket i dakhad i r an  Para  Penggugat  se lama  dua  ka l i  

pangg i l an  ber tu ru t - tu ru t ,  Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  

Sumatera  Utara  te l ah  langsung  melakukan  s idang  

pemer iksaan ,  membahas  dan  menetapkan  keputusan  tanpa  

kehad i ran  Para  Penggugat  dengan  t i dak  melakukan  

pangg i l an  ket i ga ,  padaha l  Pasa l  22  ayat  (5 )  Pera tu ran  

KPU No.  38 Tahun 2008 menegaskan  bahwa Dewan Kehormatan  

KPU Prov ins i  Sumatera  Utara  hanya  dapat  membahas  dan  

menetapkan  keputusan  tanpa  kehad i ran  Anggota  KPU 

Kabupaten /Ko ta  yang  bersangku tan  apab i l a  Anggota  KPU 

Kabupaten /Ko ta  t i dak  memenuhi  pangg i l an  sampai  dengan  3 

( t i ga )  ka l i  sura t  pangg i l an ,  leb ih  dar i  i t u ,  da lam 

perkara  in i  te rhadap  pangg i l an  per tama  dan  kedua,  Para  

Penggugat  te l ah  menyampaikan  sura t  permohonan  penundaan  

pemer iksaan  dengan  menyebutkan  alasannya ,  seh ingga  

Disclaimer
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menurut  Maje l i s  ket i dakhad i r an  Para  Penggugat  pada  

pangg i l an  pemer iksaan  per tama  dan  kedua  te l ah  

didasarkan  pada  alasan  yang  sah,  seh ingga  t i ndakan  

Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara  yang  tanpa  

melakukan  pangg i l an  ket i ga  te rhadap  Para  Penggugat  

langsung  melakukan  s idang  pemer iksaan  dan  membahas 

ser ta  menetapkan  keputusan  tanpa  kehad i ran  Para  

Penggugat  ber ten tangan  dengan  Pasa l  22  ayat  (5 )  

Pera tu ran  KPU Nomor  38  Tahun  2008  yang  mengak iba t kan  

Para  Penggugat  t i dak  dapat  membela  di r i  d i  hadapan  

Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara ,  ha l  mana 

ber ten tangan  pula  dengan  keten tuan  Pasal    30   ayat  

(2 )   Undang  –  undang    Nomor   22   Tahun    2007  

ten tang

  

penye lenggara  …..  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum,  se la i n  i t u ,  o leh  karena  

pemer iksaan  pers i dangan  yang  di l akukan  Dewan Kehormatan  

KPU  Prov ins i  Sumatera  Utara  in i  berkenaan  dengan  

pemberhent i an  Para  Penggugat    berdasarkan  

rekomendas i  Badan  Pengawas  Pemi lu ,  maka  berdasarkan  

Pasal  23  ayat  (4 )  Pera tu ran  KPU Nomor  38  Tahun  2008,  

Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara  seharusnya  

meminta  kete rangan  dan/a tau  pen je lasan  dar i  Badan  

Pengawas  Pemi lu  berkenaan  rekomendas i  yang  te l ah  

disampaikan  kepada  KPU Prov ins i ,  te tap i  da lam  perkara  

in i ,  Tergugat  t i dak  pernah  membukt i kan  di  pers i dangan  

bahwa  Dewan  Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara  
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te l ah  memanggi l  dan  meminta  kete rangan  dan/a tau  

pen je lasan  dar i  Badan  Pengawas  Pemi lu ,  seh ingga  

t i ndakan  Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara  

te rsebu t  juga  ber ten tangan  dengan  Pasa l  23  ayat  (4 )  

Pera tu ran  KPU Nomor  38 Tahun 2008,  leb ih  lan ju t  menuru t  

Maje l i s ,  t i ndakan  Tergugat  yang  menerb i t kan  Keputusan  

pemberhent i an  te tap  Para  Penggugat  sebaga i  Ketua  dan  

Anggota  KPU Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  yang  menjad i  

obyek  sengketa  aquo  dengan  alasan  Para  Penggugat  te l ah  

melanggar  sumpah/ j an j i  jaba tan  dan/a tau  kode  et i k  

te rnya ta  di l akukan  tanpa  te r l eb i h  dahu lu  menempuh tahap  

pemberhent i an  sementara  untuk  jangka  waktu  pal i ng  lama 

60  (enam  pu luh)  har i  ker j a  yang  dapat  d ipe rpan jang  

pal i ng  lama  30  ( t i ga  puluh )  har i  ker j a ,  te tap i  se jak  

adanya  rekomendas i  Dewan  Kehormatan  KPU  Prov ins i  

Sumatera  Utara  pada  tangga l  2 Agustus  2011,  Tergugat  

langsung  menerb i t k an  Keputusan  Pemberhent i an  secara  

te tap  te rhadap  Para  Penggugat  sebaga i  Ketua  dan anggota  

KPU Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  pada  tangga l  3  Agustus  

2011,  o leh  karena  i t u  walaupun  menuru t  keten tuan  Pasa l  

112 ayat  (9 )  Undang- undang  Nomor  22 Tahun 2007 Tergugat  

waj ib    melaksanakan   rekomendas i    Dewan  Kehormatan

  

KPU . . . . . .

KPU Prov ins i  dan  mempunya i  wewenang  untuk  menerb i t kan  

Keputusan  Pemberhent i an  secara  te tap  te rhadap  Para  

Penggugat  sebaga i  Ketua  dan  anggota  KPU  Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah,  te tap i  penggunaan  wewenang  sebaga i  
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t i ndak  lan ju t  rekomendas i  Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  

Sumatera  Utara  te rsebu t  harus  di l akukan  sesua i  dengan  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

ya i t u  sebe lum  di te r b i t k an  Keputusan  Pemberhent i an  

secara  Tetap  te r l eb i h  dahu lu  Tergugat  mengeluarkan  

Keputusan  Pemberhent i an  Sementara ,  seh ingga  berdasarkan  

kese lu ruhan  per t imbangan  di  atas ,  maka  secara  

prosedura l ,  Tergugat  da lam  menerb i t k an  Keputusan  yang  

menjad i  obyek  sengketa  te l ah  ber ten tangan  dengan  

prosedur  dan  mekanisme  pemberhent i an  Ketua  dan  anggota  

KPU Kabupaten /Ko ta  sebaga imana  dia tu r  d i  da lam Undang-

undang  Nomor  22  Tahun  2007 ten tang  Penye lenggara  

Pemi l i han  Umum,  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  

05 Tahun 2008 ten tang  Tata  Ker ja  Komis i  Pemi l i han  Umum, 

Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  dan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten /Ko ta  sebaga imana  te l ah  d iubah  dengan  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  21 Tahun 2008 dan  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  38 Tahun  2008 

ten tang  Tata  Ker ja  Dewan  Kehormatan  Komis i  Pemi l i han  

Umum  dan  Komis i  Pemi l i han  Umum  Prov ins i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  Keputusan  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam 

perspek t i f  prosedur  te lah  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  maka  Maje l i s  t i dak  

lag i  mempert imbangkan  per iha l  substans i  Keputusan  
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Tergugat ,  seh ingga  oleh  karena  i t u  maka  pet i t um  ke- 2 

dan  ke- 3  gugatan  Para   Penggugat   agar  Keputusan  

Tergugat   yang  menjad i  ob jek  sengke ta

  

aquo . . . . . . . .  

aquo dinya takan  bata l  ser ta  agar  memer in tahkan  Terguga t  

untuk  mencabut  Keputusan  te rsebu t  patu t  dan  adi l  untuk  

dikabu l kan  dan  oleh  karena  i t u  Keputusan  Tergugat  

Nomor:  1648/Kp ts / KPU-Prov- 002/2011  tangga l  3  Agustus  

2011 ten tang  Pemberhent i an  Kabul  Lumban Tobing ,  Maru l i  

Fi rman  Lubis ,  SH,  Syahr i a l  Sinaga   dan  I rwanner   Muda 

Ri tonga   sebaga i   Ketua  dan   Anggota  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Tapanu l i  Tengah ,  Prov ins i  Sumatera  Utara  

dinya takan  bata l  dan  memer in tahkan  kepada  Tergugat  

untuk  mencabut  Keputusan  te rsebu t  yang  se lengkapnya  

sebaga imana  akan  di te t apkan  dalam  amar  Putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa mengenai  tun tu tan  rehab i l i t a s i  

untuk  memul ihkan  hak  Para  Penggugat  da lam  kemampuan,  

kedudukan  dan  harka t  ser ta  martaba tnya  sebaga i  Ketua  

dan  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah,  maka Maje l i s  mempert imbangkan  bahwa oleh  karena  

menuru t  keten tuan  Pasa l  27  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor  38  Tahun  2008  ten tang  Tata  Ker ja  Dewan 

Kehormatan  Komis i  Pemi l i han  Umum dan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Prov ins i  d inya takan  bahwa apab i l a  Anggota  KPU,  KPU 

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
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Prov ins i  dan/a tau  Kabupaten /Ko ta  yang  

di l apo rkan /d i adukan  te rbuk t i  t i dak  melanggar  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  dan  kode  et i k  

penye lenggara  Pemi lu ,  waj ib  di te t apkan  rehab i l i t a s i ,  

dan  oleh  karena  dalam perkara  in i  Para  Penggugat  be lum 

diber i  kesempatan  untuk  membela  di r i  d i  hadapan  Dewan 

Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara  oleh  karena  

kesa lahan  prosedur  pangg i l an  pemer iksaan  yang  di l akukan  

oleh  Dewan  Kehormatan  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara ,  

seh ingga  apab i l a  Para  Penggugat  mempunyai   kesempatan  

untuk   membela   d i r i ,   Dewan  Kehormatan   KPU

  

Prov ins i  ……..

Prov ins i  Sumatera  Utara  bisa  jad i  akan  menerb i t kan  

keputusan  rekomendas i  yang  berbeda ,  seh ingga  menuru t  

Maje l i s  pet i t um  per i ha l  rehab i l i t a s i  nama  Para  

Penggugat  patu t  dan adi l  untuk  dikabu l kan  ;  - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  permohonan  Para  

Penggugat  per iha l   penundaan   pe laksanaan  Keputusan  

Tergugat  yang menjad i  obyek

sengketa ,  o leh  karena  menuru t  Maje l i s  t i dak  te rdapa t  

keadaan  yang  sangat  mendesak  yang  mengak iba t kan  

kepent i ngan  Para  Penggugat  akan  sangat  d i rug i kan  j i ka  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  te tap  

di l aksanakan  seh ingga  t i dak  memenuhi  keten tuan  Pasa l  67  

Undang- undang  Nomor  5 Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  sebaga imana  diubah  dengan  Undang- undang  
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Nomor  9  Tahun  2004  dan  Undang- undang  Nomor  51  Tahun  

2009,  maka  permohonan  penundaan  pelaksanaan  aquo  

dinya takan  di to l a k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  berpedoman pada  s is tem  

pembukt i an  dalam  hukum  acara  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  yang  mengarah  pada  pembukt i an  bebas  ( vr i j e  

bewi j s )  yang  te rba tas  sebaga imana  te rkandung  di  da lam 

keten tuan  Pasa l  100  dan  Pasal  107  Undang- undang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  menggar i skan  bahwa 

Hakim bebas  menentukan  apa yang  harus  d ibuk t i k an ,  beban  

pembukt i an  beser ta  pen i l a i an  pembukt i an ,  maka  dalam 

memer iksa  dan  mengadi l i  sengketa  in i ,  Maje l i s  

mempela ja r i  dan  member ikan  peni l a i an  hukum  te rhadap  

ala t - a la t  bukt i  yang  dia j ukan  oleh  Para  Pihak ,  namun 

untuk  memper t imbangkan  dal i l - da l i l  Para  Pihak ,  Maje l i s  

hanya  menggunakan  ala t - ala t  bukt i  yang   pa l i ng   re levan  

dan pal i ng   tepa t  dengan  sengke ta  in i ,  

sedangkan  te rhadap  ala t - ala t  bukt i  se la i n  dan  

se leb ihnya  te tap  di l amp i r kan  dan  menjad i  satu  kesatuan  

dengan berkas  perkara  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

Menimbang . . . . . . .

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  gugatan  Para  

Penggugat  d ikabu l kan  se lu ruhnya  seh ingga  Tergugat  

berada  d i  p ihak  yang  ka lah ,  maka berdasarkan  keten tuan  

Pasal  110  Undang- undang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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biaya  perkara  yang  t imbu l  da lam perkara  in i  d ibebankan  

kepada  Tergugat  yang  besarnya  akan  di t en tukan  da lam 

amar  Putusan  in i  ;

  
Menginga t ,  keten tuan  Undang- undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  9 

Tahun  2004  dan  te rakh i r  d iubah  dengan  Undang- undang  

Nomor  51  Tahun  2009  ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  

la i n  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M  E  N  G  A  D 

I   L  I   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.   Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  Tergugat ,  Ketua  

Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Sumatera  Utara  Nomor:  

1648/Kp ts / KPU-Prov- 002/2011  tangga l  3  Agustus  2011 

ten tang  Pemberhent i an  Kabul  Lumban  Tobing ,  Maru l i  

Fi rman  Lub is ,  SH,  Syahr i a l  Sinaga  dan  I rwanner  Muda 

Ri tonga  sebaga i  Ketua  dan  Anggota  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  Prov ins i  Sumatera  

Utara  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Memer in tahkan  kepada  Terguga t   untuk   mencabut  Sura t  

Keputusan  Tergugat ,  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Prov ins i  Sumatera  Utara  Nomor:  1648/Kp ts / KPU-Prov-

002/2011  tangga l  3 Agustus  2011  ten tang  
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    Pemberhent i an  Kabul  Lumban  Tobing ,  Maru l i  Fi rman  

Lub is ,  SH,  Syahr i a l  Sinaga  dan  I rwanner  Muda Ri tonga  

sebaga i  Ketua  dan  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah ,  Prov ins i  Sumatera  Utara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

4.  Memer in tahkan  . . . . . . . . .

4.  Memer in tahkan   kepada  Tergugat   untuk  

merehab i l i t a s i   nama Para  Penggugat  dengan  memul ihkan  

hak  Para  Penggugat  da lam  kemampuan,  kedudukan  dan 

harka t  ser ta  martaba tnya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Membebankan  kepada  Tergugat   untuk   membayar   b iaya  

yang  t imbu l  da lam perkara  in i  sebesar  Rp.   204.000 . -  

(Dua  ra tus  empat  r i bu  rup iah )

  
Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam  Rapat  

Permusyawara tan  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Medan  pada  har i :  SELASA  tanggal  22  November 

2011 ,  o leh  kami :  NURSINTA DAMANIK,  SH. ,  M.Hum. ,  sebaga i  

Hakim Ketua  Maje l i s  dengan  NELVY CHRISTIN,  SH. ,  M.H. ,  

dan  FATIMAH NUR NASUTION,  SH. ,  masing- masing  sebaga i  

Hakim Anggota ,  Putusan  te rsebu t  d iucapkan  da lam s idang  

yang  te rbuka  untuk  umum pada  har i :  RABU,  tanggal  30 

November  2011 ,  o leh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  dengan  

diban tu  oleh :  DEWI ROSMAWATI,  SH. ,  Pani te ra  Penggant i  

pada  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Medan,  dengan  

dihad i r i  o leh  Kuasa  Para  Penggugat  dan Kuasa Tergugat  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    HAKIM-HAKIM ANGGOTA,                HAKIM KETUA 

MAJELIS,       

       dto                                      dto

1.  NELVY CHRISTIN,  SH. ,  MH.         NURSINTA DAMANIK,  

SH. ,  M.Hum.

                  dto

2.  FATIMAH NUR NASUTION,  SH. .

          PANITERA PENGGANTI,

dto

           DEWI ROSMAWATI,  SH.

Biaya  – biaya  :

Hak- hak  Kepan i t e raan  …………………………... . . . . . . . . . .  Rp.  

30.000 . -

Biaya  A.T.K .  Perkara  ……………………………………...   Rp.  

100.000 , -

Sura t - sura t  pangg i l an  …   ………………………………    Rp.  

60.000 , -

Biaya  Matera i  …………………………………………….     Rp.  

6.000 . -

Biaya  Redaks i  …………………………………………...       Rp 

5.000 . -

Biaya  Pencata tan  ………………………………………..       Rp 
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3.000 . - .       

J u m l  a h …………………………………………………     Rp.       204.000 , -

(  Dua ra tus  empat  r i bu  rup iah  )

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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        Menimbang,  bahwa gugatan  Penggugat  ada lah  

sebaga imana  te rsebu t  d i  atas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

                Menimbang,  bahwa  Penggugat  te lah  

menggugat  Terguga t  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Medan dengan  tun tu tan  yang  pada  pokoknya  memohon bata l  

atau  t i dak  sah  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  1961/  

Kelu rahan  Helve t i a  Timur  te r t angga l  7 Oktober  2004 atas  

nama Yusr ia t i  Par indu r i  dan  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  Nomor  

1896/  Kelu rahan  Helve t i a  Timur  te r t angga l  25  Jun i  2004  

atas  nama  Janne  Diana  Rooselyana  Si l i t o nga  yang  

di te rb i t k an  Tergugat  ser ta  memer in tahkan  kepada  

Tergugat  untuk  mencabut  kedua  objek  gugatan  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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       Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  

p ihak  Terguga t  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  te lah  

mengajukan  Jawabannya  dan  te rdapa t  adanya  ekseps i  yang  

pada  in t i n ya  membantah  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  

sebaga imana  dimuat  da lam  sura t  jawabannya  

masing- masing  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  adanya  ekseps i  Tergugat  

dan  T  I I  In tevens i  te rsebu t ,  maka  ekseps i  te rsebu t  

te r l eb i h  dahu lu  dipe r t imbangkan  sebe lum 

memper t imbangkan  pokok  perkara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Eksepsi   ;  

Menimbang,  bahwa  dalam  mempert imbangkan  

ekseps i  maka yang  per lu  dipe r t imbangkan  te r l eb i h  dahu lu  

ada lah  ekseps i  mengena i  kompetens i  abso lu t  dan  sete lah  

Maje l i s  Hakim mencermat i  ba ik  Tergugat  maupun Tergugat  

I I  In te r vens i  te rnya ta  keduanya  sama- sama  mengajukan  

ekseps i  mengenai  kompetens i  abso lu t ,  o leh  karena  i t u  

Maje l i s  Hakim akan  

mempert imbangkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

memper t imbangkan  te r l eb i h  dahu lu  ekseps i  mengenai  

kompetens i  abso lu t  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa ekseps i  mengenai  kompetens i  

abso lu t  in i  ba ik  yang  dia j ukan  Terguga t  maupun Terguga t  

I I  In te r vens i  menuru t  Maje l i s  Hakim  te rdapa t  suatu  

kesamaan (ekseps i  Tergugat  nomor  1 dan ekseps i  Tergugat  

I I  In te r vens i  nomor  1)  ya i t u  pada  pokoknya  menyatakan  

bahwa gugatan  penggugat  menyangkut  ten tang  kepemi l i k an  

atas  tanah  di  ob jek  sengketa ,  dengan  demik ian  menuru t  

hemat  Maje l i s  Hakim  mengenai  ekseps i  te r sebu t  akan  

dipe r t imbangkan  secara  bersama- sama ;  - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim 

mencermat i  gugatan  Penggugat  te rsebu t  te rnya ta  tun tu tan  

pokok  sudah  cukup  je l as  diu ra i kan  mengenai  permohonan  

pembata lan  te rhadap  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

yang  di te rb i t k an  Tergugat  berupa  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  

Nomor  1961/  Kelu rahan  Helve t i a  Timur  dan Ser t i p i k a t  Hak 

Mi l i k  Nomor  1896/  Kelurahan  Helve t i a  Timur  .  Oleh  

karena  i t u  meskipun  Penggugat  mengura i kan  mengenai  

kepemi l i k an  atas  tanah  ser ta  cara - cara  pero lehannya  

sebaga imana  diu ra i kan  dalam  pos i t a  gugatannya  poin t  1 

sampai  dengan  poin t  6,  ha l  i t u  d ipandang  sebaga i  suatu  

alasan  kepent i ngan  bag i  Penggugat  untuk  mengajukan  

gugatan  in i  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  sepan jang  

gugatan  sudah  memenuhi  unsur  keten tuan  Pasa l  1  angka  

3,  Pasal  1 angka  4,  dan  Pasa l  47 Undang- undang  Nomor  5 

Tahun  1986  Jo  Undang- undang  Nomor  9  Tahun  2004  maka 

Disclaimer
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Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Medan  harus  d inya takan  

berwenang  untuk  memer iksa  dan  memutus  perkara  in i ,  

se la i n  i t u  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  berdasarkan  dokt r i n  dan  

Yur i spu rudens i  d i  Indones ia  merupakan  suatu  Keputusan  

Tata  

Usaha. . . . . .

Usaha  Negara  yang  menjad i  ob jek  gugatan  di  PTUN oleh  

karenanya  ekseps i  mengena i  kompetens i  abso lu t  in i  

d inya takan  di to l a k  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  ekseps i  kompetens i  

abso lu t  sudah  d iper t imbangkan  dan  kompetens i  re la t i f  

t i dak  d ia j ukan  Tergugat  maupun Tergugat  I I  In te r vens i ,  

maka  ekseps i  d i l ua r  i t u  merupakan  ekseps i  

la i n - la i n  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  ekseps i  la i n -

la i n  te r sebu t  maka Maje l i s  Hakim  akan  mempert imbangkan  

ekseps i  la i n - la i n  te r l eb i h  dahu lu  yang  dia j ukan  oleh  

Tergugat  I I  In te r vens i  nomor  2  ya i t u  mengenai  

Penggabungan  dua  objek  sengketa  yang  berbeda  merupakan  

sesuatu  yang  menyebabkan  gugatan  Penggugat  di to l ak  atau  

t i dak  dapat               d i t e r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  atas  ekseps i  te rsebu t  per lu  

Maje l i s  Hakim  tegaskan  mengena i  kedudukan  kedua  objek  

gugatan  aquo,  meskipun  dalam mengajukan  gugatan  di  PTUN 

dimungk inkan  dan  dibenarkan  adanya  beberapa  objek  

gugatan  dengan  dasar  hukum te rdapa t  satu  kepent i ngan  

Penggugat  yang  para le l  te rhadap  objek  gugatan  dimaksud,  

dan  dalam  perkara  in i  te rdapa t  satu  kepent i ngan  

Penggugat  yang  para le l  te rhadap  dua  objek  gugatan  

seka l i gus  akan  te tap i  masing- masing  objek  gugatan  

kedudukannya  te rp i sah  satu  sama la i n  ya i t u  yang  menjad i  

ob jek  gugatan  per tama  da lam  perkara  in i  ada lah  

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  1961/  Kelu rahan  Helve t i a  

Timur  te r t angga l  7  Oktober  2004  atas  nama  Yusr ia t i  

Par indu r i ,  sedangkan   ob jek  gugatan  kedua  ada lah  

Ser t i p i k a t  Hak 

Mi l i k . . . . . . . .

Mi l i k  Nomor  1896/  Kelurahan  Helve t i a  Timur  te r t angga l  

25  Jun i  2004   atas  nama  Janne  Diana  Roose lyana  

Si l i t o nga  dan  berdasarkan  sura t  Er ika  Evel i na  Mangis i  

Panja i t an  yang  mewaki l i  Janne  Diana  Rooselyana  

Si l i t o nga  (p ihak  ket i ga )  te r t angga l  29  Desember  2006  

pada  pokoknya  menyatakan  te lah  te r j ad i  perdamaian  

anta ra  Penggugat  (se laku  pihak  per tama)  dengan  Terguga t  

yang  diwak i l i  o leh  Ismei  Sar jono ,SH ser ta  Er i ka  Evel i na  

Mangis i  Panja i t an  yang  mewaki l i  Janne  Diana  Roose lyana  

Si l i t o nga  (se laku  pihak  kedua)  dan  ha l  in i  te r t uang  

dalam Akta  Notar i s   Nomor  13  tangga l  27  Desember  2006  

dihadapan  Haiva  El i sa ,  SH  Notar i s  d i  Medan  dengan  
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disaks i kan  oleh  Hern inawat i ,  SH dan Alv in  Hidaya t i  yang  

mana  dalam  Pasa l  4  menyatakan  bahwa  adanya  akta  

perdamaian ,  maka  kedua  belah  pihak  sa l i ng  mengadakan  

penye lesa i an  dan  pembebasan  sepenuhnya  dan  t i dak  akan  

mengadakan  tun tu t - menuntu t  lag i  anta ra  yang  satu  dengan  

yang  la i nnya  (v ide  sura t  Er i ka  Evel i na  Mangis i  

Panja i t an  se laku  kuasa  dar i  Yanne  Diana  Roose lyana  

Si l i t o nga  te r t angga l  29  Desember  2006  dan  Akta  Notar i s  

No.  13  tangga l  27  Desember  2006  yang  di l amp i r kan  dalam 

berkas  perkara  ser ta  di j ad i kan  sebaga i  bukt i  add  

in fo rmendum) .  Dengan  adanya  Akta  Notar i s  mengenai  

perdamaian  te rsebu t ,  menuru t  Maje l i s  Hakim  meskipun  

t i dak  ada  permohonan  pencabutan  objek  gugatan  kedua  

oleh  Penggugat  da lam  pers idangan  in i ,  maka  demi  rasa  

kead i l an  dan  kepast i an  hukum para  pihak  khususnya  bag i  

p ihak  yang  bersengke ta  Maje l i s  Hakim  t i dak  akan  

memper t imbangkan  leb ih  lan ju t  mengenai  ob jek  gugatan  

kedua,  dengan  demik ian  keberadaan  objek  gugatan  nomor  

dua  te rsebu t  sudah  t i dak  re levan  lag i  untuk  

dipe r t imbangkan  dalam  perkara  in i  seh ingga  yang  

dipe r t imbangkan   da lam 

perkara . . . . . . . .

perka ra  in i  ada lah  hanya  objek  gugatan  per tama  yang  

kedudukannya  masih  eks is  sebaga i  ob jek  sengketa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

92

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 92



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

93

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  

te rsebu t  maka  ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  nomor  2 

menuru t  hemat  Maje l i s  Hakim  dinya takan  di t o l a k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  akan  

dipe r t imbangkan  ekseps i  Tergugat  nomor  2  mengenai  

gugatan  Penggugat  te l ah  lewat  waktu ,  berdasarkan  dal i l -

da l i l  Terguga t  yang  menyatakan  bahwa  da l i l  Penggugat  

agar  d ikesampingkan  karena  objek  gugatan  aquo  

di te rb i t k an  pada  tangga l  7  Oktober  2004  sedangkan  

gugatan  dida f t a r kan  di  Kepani t e r aan  pada  tangga l  16  

Oktober  2006  dengan  demik ian  jangka  waktunya  sudah  2 

tahun  dan  te lah  melewat i  tenggang  waktu  penga juan  

gugatan ,  dan  mengenai  da l i l  Penggugat  yang  menyatakan  

baru  mengetahu i  ob jek  gugatan  pada  tangga l  4  Agustus  

2006  mela lu i  Sura t  Pember i t ahuan  Pajak  Teru tang  Pajak  

Bumi  dan  Bangunan  (SPPT- PBB)  dar i  Kanto r  Pelayanan  PBB 

Medan Satu  hanya lah  rekayasa  dan t i dak  dapat  d ibuk t i k an  

secara  hukum oleh  Terguga t ,  seba l i knya  Penggugat  dapat  

membukt i kan  bahwa memang benar  mengetahu i  adanya  objek  

gugatan  sete lah  adanya  perubahan  nama dalam  SPPT-PBB 

te rsebu t  berdasarkan  bukt i  P- 5 yang  te lah  bera l i h  nama 

menjad i  Yusr ia t i  Par indu r i  karena  SPPT-PBB sebe lumnya  

sebaga imana  da lam bukt i  P- 3 dan P- 4 atas  tanah  di  Ja lan  

Guru  Sinumba Kav.  61  RT.000  RW.00 Helve t i a  Timur  Medan 

Helve t i a  Kota  Medan  atas  nama Pr imawat i  (Penggugat ) ,  

Disclaimer
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dan hal  in i  d ipe rkua t  pernya taan  Penggugat  ket i ka  da lam 

Pemer iksaan   Setempat   dan   d ihad i r i   para   p ihak  

di l okas i  te rb i t n ya  

objek . . . . . . . . .

ob jek  gugatan  aquo  pada  har i  Senin  tangga l  29  Januar i  

2007  yang  mempertegas  mengetahu i  keberadaan  objek  

gugatan  sek i t a r  bu lan  Agustus  2006  dan  t i dak  ada  

bantahan  dar i  p ihak  Tergugat  maupun  Tergugat  I I  

In te r vens i  atas  pernya taan  te rsebu t ,  karena  objek  

gugatan  baru  dike tahu i  pada  awal  bu lan  Agustus  2006  

sedang  gugatan  dida f t a r  d ikepan i t e r aan  pada  tangga l  16  

Oktober  2006  maka  berdasarkan  hal  te rsebu t  menuru t  

Maje l i s  Hakim  pengh i t ungan  tenggang  waktu  mengajukan  

gugatan  ke  PTUN sudah  sesua i  keten tuan  Pasal  55 Undang-

Undang  No.5  Tahun  1986  Jo  UU No.9  Tahun  2004  ser ta  

Sura t  Edaran  Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  No.2  

Tahun  1991  yang  menyatakan  “Bag i  mereka  yang  t i dak  

di tu j u  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  maka 

tenggang  waktu  sebaga imana  di ten tukan  dalam  Pasal  55  

Undang- Undang No.5  Tahun 1986 d ih i t ung  secara  kasu is t i s  

se jak  saat  ia  merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dan  mengetahu i  adanya  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  te rsebu t ” ,  dengan  kata  la i n  

tenggang  waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i  untuk  memenuhi  

rasa  kead i l an  dih i t ung  semenjak  seseorang  atau  badan  

hukum perda ta  mengetahu i  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  

TUN te rsebu t  seh ingga  kepent i ngannya  merasa  di rug i kan  

(v i de  Sura t  Edaran  Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  
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No.  2  Tahun  1991  dan  Yur i sp rudens i  da lam  Putusan  

Mahkamah  Agung  Nomor  :  41  K/TUN/1994) ,  o leh  karena  

gugatan  Penggugat  masih  da lam  tenggang  waktu  yang  

di ten tukan  maka  ekseps i  Tergugat  nomor  2  mengenai  

tenggang  waktu  in i  d inya takan  di to l a k  ;  - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  akan  

dipe r t imbangkan  ekseps i  Tergugat    nomor    3    yang  

menyatakan    gugatan     Penggugat       sa lah  

menentukan . . . . . .

menentukan  ob jek  seh ingga  menyebabkan  gugatan  kabur  

( obscuur  l i be l s )  karena  objek  gugatan  di j a l an  Guru  

Sinumba I  bukan  Ja lan  Guru  Sinumba dan  luasnya  422  M2 

bukan  435  M2,  atas  ekseps i  te rsebu t  sete lah  diadakan  

Pemer iksaan  Setempat  di l okas i  ob jek  gugatan  pada  har i  

Senin  tangga l  29  Januar i  2007  yang  dihad i r i  para  pihak  

(Penggugat ,  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i )  sama-

sama mengaku i  d i l okas i  tanah  te rsebu t  d i te rb i t k an  ob jek  

gugatan  aquo  dan  mengena i  nama  ja l an  secara  umum 

dikena l  dengan  Guru  Sinumba  sedangkan  disebe lah  Timur  

secara  r i i l  be lum  ada  ja l an  mela inkan  masih  da lam 

rencana  ja l an  yang  nant i nya  akan  disebu t  J l .  Guru  

Sinumba  I ,  dan  luas  yang  menjad i  objek  gugatan  ada lah  

422  M2 sebaga imana  te rcan tum  da lam objek  gugatan  aquo,  

dengan  demik ian  karena  yang  menjad i  ob jek  gugatan  

ada lah  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  1961/  Kelu rahan  

Helve t i a  Timur  te r t angga l  7  Oktober  2004  atas  nama 

Yusr ia t i  Par indu r i  dan  ket i ka  Pemer iksaan  Setempat  

Disclaimer
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te rsebu t  mengena i  lokas i  tanahnya  sama- sama d iaku i  para  

pihak  maka  sudah  dipandang  cukup  oleh  Maje l i s  Hakim 

ten tang  keberadaan  objek  gugatan  dan  t i dak  menjad i kan  

gugatan  obscuur  l i be l s ,  sedangkan  mengenai  kesa lahan  

penyebutan  nama  ja l an  dan  luas  dalam  gugatan  bukan  

merupakan  suatu  syara t  esens ia l  gugatan  seh ingga  t i dak  

dapat  d i j ad i kan  dasar  bahwa  gugatan  te rsebu t  kabur ,  

o leh  karenanya  ekseps i  in i pun  d inya takan  di to l ak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  Terguga t  

nomor  4 ya i t u  yang  menyatakan  Penggugat  t i dak  mempunyai  

kepent i ngan  untuk  menggugat  te rhadap  ob jek  gugatan  

aquo,  maka  te r l eb i h  dahu lu  Maje l i s  Hakim    akan  

mengura i  penger t i an   “kepen t i ngan ”   in i   yang  sa lah  

satunya  

ada lah . . . . . .

ada lah  menunjuk  kepada  ni l a i  yang  harus  di l i n dung i  o leh  

hukum,  ar t i n ya  te rdapa tnya  hubungan  secara  langsung  dan  

bers i f a t  pr ibad i  anta ra  objek  gugatan  dengan  Penggugat ,  

dan  ni l a i  yang  dimaksud  dalam suatu  kepent i ngan  adalah  

suatu  n i l a i  yang  bers i f a t  mater i i l  maupun  immater i i l  

ba ik  yang  bers i f a t  menguntungkan  maupun  merug ikan  yang  

di t imbu l kan  atau  menuru t  na la r  dapat  d iha rapkan  akan  

t imbu l  o leh  ke luarnya  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara ,  dan  dengan  adanya  kepent i ngan  seper t i  in i  

merupakan  suatu  syara t  min ima l  untuk  dapat  d i j ad i kan  
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alasan  penga juan  suatu  gugatan  di  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  sebaga imana  dimaksud  dalam  keten tuan  Pasal  53 

ayat  (1 )  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo  Undang-

undang  Nomor  9  Tahun  2004.  Sete lah  Maje l i s  Hakim 

mempela ja r i  pos i t a  gugatan  (khususnya  po in t  1  sampai  

dengan  poin t  6) ,  bukt i - bukt i  yang  d ia j ukan  Penggugat  

te ru tama  bukt i  P- 1,  P- 6,  P- 7,  dan P- 8,  kete rangan  saks i  

d ibawah  sumpah pada  pers i dangan  tangga l             16 

Januar i  2007  bernama  Kar l i n  Siha loho  Si la l ah i  se laku  

pen jua l  tanah  kepada  Penggugat  ser ta  saks i  bernama 

Sujoko ,  Tio l i j a h  Daulay ,  dan  Masnur  Pangar ibuan  se laku  

penggarap  tanah  di l okas i  ob jek  sengke ta  pada  pokoknya  

para  saks i  member ikan  kete rangan  bahwa  mereka  pernah  

menggarap  tanah  mi l i k  Pr imawat i  (Penggugat )  yang  saat  

in i  a las  haknya  menjad i  ob jek  sengketa  dalam perkara  in  

l i t i s  ser ta  pemer iksaan  setempat  pada  har i  Senin  

tangga l  29  Januar i  2007,  atas  dasar  in i  semua  maka 

didapa t  suatu  fak ta  hukum  bahwa  atas  tanah  yang  

dise r t i p i k a t i  dengan  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  1961/  

Kelu rahan  Helve t i a  Timur  te rdapa t  kepent i ngan  Penggugat  

yang  harus  di l i n dung i  o leh  hukum ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang, . . . . . . . . . . . . . .

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  atas  tanah  yang  

dise r t i p i k a t i  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  1961/  

Kelu rahan  Helve t i a  Timur  di  da lamnya  te rdapa t  

kepent i ngan  Penggugat  yang  harus  d i l i n dung i  o leh  hukum,  

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 97



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ya i t u  Penggugat  se laku  pihak  yang  menguasa i  dan  

menyuruh  orang  la i n  untuk  mengusaha i  tanah  dia tas  ob jek  

sengketa  merasa  kepent i ngannya  di rug i kan ,  maka Maje l i s  

Hakim  te tap  menganggap  kepent i ngan  Penggugat  meleka t  

adanya  dengan  tanah  yang  te lah  di te rb i t k an  objek  

gugatan ,  dengan  demik ian  menuru t  Maje l i s  Hakim ekseps i  

yang  menyatakan  Penggugat  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  

te rhadap  objek  gugatan  aquo  harus  d inya takan  di to l ak  

karena  sudah  sesua i  Pasa l  53 ayat  (1 )  Undang- undang  No.  

5  Tahun  1986  Jo  Undang- undang  No.  9  tahun  2004  ;  

- - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  se lu ruh  ekseps i  

ba ik  dar i  Tergugat  maupun Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  

dipe r t imbangkan ,  maka  Maje l i s  Hakim  se lan ju t nya  akan  

memper t imbangkan  mengenai  pokok  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Pokok Perkara  ;  

Menimbang,  bahwa  ura ian  per t imbangan  ekseps i  

d ia tas  sepan jang  re levan  dengan  per t imbangan  pokok  

perkara  in i  secara  mutat i s  mutand is  dianggap  te rmuat  

da lam per t imbangan  pokok  perkara  ;  - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang, . . . . . . . . . .

Menimbang,  bahwa tun tu tan  pokok  Penggugat  da lam 

gugatannya  ada lah  memohon  bata l  atau  t i dak  sah  

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  1961/  Kelu rahan  Helve t i a  

Timur  te r t angga l  7  Oktober  2004  atas  nama  Yusr ia t i  

Par indu r i  yang  di t e r b i t k an  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  rangka  usaha  mencar i  

kebenaran  mater i i l ,  sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  107  

Undang- undang  No.  5  Tahun  1986  Jo  Undang- undang  No.  9 

tahun  2004  dalam  bag ian  pen je lasan  menerangkan  bahwa 

Hakim  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  dapat  menentukan  

send i r i  apa  yang  harus  dibuk t i k an  dan  s iapa  yang  harus  

dibeban i  pembukt i an ,  hal  apa sa ja  yang  harus  d ibuk t i k an  

oleh  pihak  yang  berperka ra  dan  hal  apa  sa ja  yang  harus  

dibuk t i k an  oleh  Maje l i s  Hakim send i r i ,  a la t  bukt i  mana 

sa ja  yang  d iu tamakan  untuk  dipergunakan  dalam 

pembukt i an  dan  kekuatan  pembukt i an  bukt i  yang  te l ah  

dia jukan ;  - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  ura ian  gugatan  Penggugat ,  

da l i l - da l i l  bantahan  Tergugat  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  ser ta  bukt i - bukt i  te r t u l i s  dan  saks i - saks i  

yang  dia j ukan  dipe rs i dangan ,  menuru t  hemat  Maje l i s  

Hakim  yang  menjad i  permasa lahan  pokok  yang  per l u  

dipe r t imbangkan  dalam sengketa  in i  ada lah  apakah  da lam 
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penerb i t an  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  1961/  Kelu rahan  

Helve t i a  Timur  ada  mengandung  cacat  yur i d i s  seh ingga  

harus  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  ?;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menjawab  permasa lahan  

te rsebu t  Maje l i s  Hakim  akan  mempert imbangkan  sura t  

keputusan  aquo  dar i  seg i  kewenangan,    seg i   fo rma l  

prosedura l  ataupun  seg i  substans i  mater i i l n y a ,  

d imana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d imana  te rhadap  ket i ga  hal  te rsebu t  dapat  d in i l a i  

secara  komula t i f  maupun  a l t e rna t i f  berdasarkan  

keten tuan  Pasal  53 ayat  (2 )  huru f  a dan b Undang- undang  

No.  5  Tahun  1986  Jo  Undang- undang  No.  9  tahun  2004  

ya i t u  apakah  ob jek  gugatan  aquo  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  atau  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  per tama- tama  Maje l i s  Hakim 

akan  menguj i  keabsahan  te rb i t n ya  ser t i f i k a t  te rsebu t  

dar i  seg i  kewenangan  Tergugat  ket i ka  menerb i t kan  ob jek  

sengketa  aquo  dan  untuk  i t u  Maje l i s  Hakim  te l ah  

menyusun  fak ta  hukum  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  1961/  Kelurahan  

Helve t i a  Timur  yang  menjad i  ob jek  sengketa  

di te rb i t k an  o leh  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  
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Medan  (Terguga t )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  untuk  meni la i  kewenangan  Terguga t  (Kepa la  

Kanto r  Per tanahan  Kota  Medan)  da lam  menerb i t kan  

ser t i f i k a t  aquo  maka  Maje l i s  Hakim  akan  mengut ip  

beberapa  dasar  hukum  yang  berkenaan  dengan  

kewenangan  Terguga t  untuk  melakukan  pember ian  Hak 

Mi l i k  atas  Tanah     yakn i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  24  

Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  khususnya  

pasa l  5  yang  menyatakan  :  “Pendaf t a r an  tanah  

dise lenggarakan  oleh  Badan  Per tanahan  Nasiona l ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /  Kepala  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Nomor  3  Tahun  1999    ten tang  

Pel impahan   Kewenangan 

Pember ian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pember ian  dan  Pembata lan  Keputusan  Pember ian  Hak 

Atas  Tanah    Negara  khususnya  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- Pasal  3  ayat  (2 )  yang  in t i n ya  menentukan  bahwa 

Kepala  Kantor  Per tanahan  Kabupaten /  Kotamadya  

member i  keputusan  mengenai  pember ian  Hak  Mi l i k  
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atas  tanah  non  per tan i an  yang  luasnya  t i dak  

leb ih  dar i  2000  M2  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Pasal  16 yang  in t i n ya  menentukan  bahwa pemegang  

pel impahan  kewenangan  pember ian  keputusan  hak  

atas  tanah  menerb i t kan  keputusan  yang  memuat  

penetapan  pember ian  hak  atas  tanah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasar  ura ian  te rsebu t  

maka mengena i  pengu j i an  dar i  seg i  kewenangan  penerb i t an  

ser t i f i k a t  aquo,  Maje l i s  Hakim menyimpulkan  te lah  tepa t  

dan  berdasarkan  atas  hukum ya i t u  mengenai  kewenangan  

Tergugat  (Kepa la  Kanto r  Per tanahan  Kota  Medan)  da lam 

menerb i t kan  ser t i f i k a t  aquo  (v i de  bukt i  T- 1,  T- 2,  dan  

T. I I . I n t - 2)  d imana  sesua i  Pasa l  5  Pera tu ran  Pemer in tah  

RI  Nomor  24  Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  dan  

Pasal  3  ayat  (2 )  ser ta  Pasal  16  Pera tu ran  Menter i  

Negara  Agrar i a /  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Nomor  

3  Tahun  1999  ten tang  Pel impahan  Kewenangan  Pember ian  

dan  Pembata lan  Keputusan  Pember ian  Hak  Atas  Tanah  

Negara  kepada  Terguga t  d ibe r i k an  kewenangan  untuk  

menerb i t kan  sura t  tanda  bukt i  hak  yang  subs tans inya  

merupakan  pember ian  hak  atas  tanah  negara  berupa  

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  1961/  Kelu rahan  Helve t i a  

Timur  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

102

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

103

Menimbang, . . . . . . . .

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  mengenai  seg i  

fo rma l  prosedura l  ataupun  seg i  subs tans i  mater i i l n y a  

yang  dipe rmasa lahkan  oleh  Penggugat  da lam  perkara  in i  

ada lah  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  1961/  Kelu rahan  

Helve t i a  Timur  yang  di te rb i t k an  oleh  Tergugat ,  menuru t  

Penggugat  penerb i t an  sura t  keputusan  aquo  te lah  

melanggar  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber l aku  dan  

asas- asas  umum  pemer in tahan  yang  baik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  kemudian  Tergugat  membantah  

dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  te rsebu t  dengan  

menyatakan  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  1961/  Kelu rahan  

Helve t i a  Timur  sudah  sesua i  dengan  keten tuan  yang  

ber l aku  karena  dalam  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  aquo  

ada lah  berdasar  data - data  f i s i k  dan  yur i d i s  yang  ada  

pada  pemohon  ya i t u  atas  nama  Yusr ia t i  Par indur i  

(Terguga t  I I  In te r vens i ) ,  dan  menuru t  Tergugat  I I  

In te r vens i  mempero leh  tanah  te rsebu t  dar i  Kasih  Dewi  

Yul i ana  berdasarkan  Akta  Pelepasan  Hak  dan  Gant i  Rugi  

No.7  tangga l  21  ju l i  2004  yang  dibua t  d ihadapan  

Notar i s ,  ha l  in i  d ikua tkan  dengan  kete rangan  dua  orang  

saks i  d ibawah  sumpah  dar i  Tergugat  I I  In te r vens i  pada  

pers i dangan  tangga l  22  Januar i  2007  yang  bernama Ahmad 

Qosim Dal imunte  yang  menyatakan  tahu  le tak  tanah  objek  
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sengketa  dan menjad i  peran ta ra  jua l  be l i  anta ra  pemi l i k  

tanah  sebe lumnya  ya i t u  Kasih  Dewi  dengan  Tergugat  I I  

In te r vens i ,  ser ta  saks i  Kas ih  Dewi  yang  membel i  tanah  

te rsebu t  dar i  M.  Simanungka l i t  pada  tahun  1997.  Dengan  

demik ian  baik  menuru t  Tergugat  maupun  Tergugat  I I  

In te r vens i  penerb i t an  ser t i p i k a t  aquo  sudah  sesua i  

prosedur  yang  d imaksud  dalam  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  30  

ayat  (1 )  dan  Pasa l  31  ayat  (1 )  PP No.24  Tahun  1997  

Tentang  Pendaf ta ran  Tanah,  penerb i t an  suatu  ser t i p i k a t  

untuk  kepent i ngan  pemegang  hak  harus  sesua i  data  f i s i k  

dan  data  yur i d i s .  Penger t i an  data  f i s i k  ada lah  

kete rangan  mengena i  le tak ,  batas  dan  luas  bidang  dan  

satuan  rumah  susun  yang  dida f t a r  te rmasuk  kete rangan  

mengenai  adanya  bangunan  atau  bagian  bangunan  

dia tasnya ,  sedangkan  data  yur i d i s  adalah  kete rangan  

mengenai  sta tus  hukum bidang  tanah  dan  satuan  rumah 

susun  yang  dida f t a r ,  pemegang haknya  dan hak  pihak  la i n  

ser ta  beban- beban  la i n  yang  membebaninya  (v i de  Pasal  1 

angka  6 dan  7 Pera tu ran  Pemer in tah  No.24  Tahun  1997)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  
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yang  menjad i  permasa lahan  apakah  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  objek  gugatan  te l ah  benar - benar  menel i t i  

data  f i s i k  dan  data  yur i d i s  ?  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menjawab  permasa lahan  

te rsebu t ,  sete lah  Maje l i s  Hakim mempela ja r i  buk t i - bukt i  

te r t u l i s  dar i  para  pihak  dan  kete rangan  saks i - saks i  

maka didapa t  suatu  kes impu lan  bahwa mengenai  data  f i s i k  

dan  data  yur i d i s  yang  ada  sebaga imana  da lam  dal i l  

Tergugat  berdasarkan  sura t  kete rangan  yang  dike lua rkan  

Lurah  Helve t i a  Timur  te r t angga l  29  Ju l i  2004  (v ide  

bukt i  T- 3  =  T. I I . I n t . - 1/  T. I I . I n t . - 7) ,  d imana  Lurah  

te rsebu t  hanya  mengut i p  Sura t  Keterangan  Tanah  

No.312/SKT/MS/1975  tangga l  12- 12- 1975  yang  dike lua rkan  

Camat  Medan  Sungga l  (v ide  bukt i  T- 6) ,  ser ta    Akta  

Pelepasan   Hak  dengan Gant i  Rugi  

(v i de . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(v i de  bukt i  T- 4  =  T. I I . I n t . - 6  dan  T- 5) ,  akan  te tap i  

mengenai  sura t  kete rangan  yang  dike lua rkan  Lurah  

Helve t i a  Timur  te r t angga l  29  Ju l i  2004  (v i de  bukt i  T- 3 

=  T. I I . I n t . - 1/  T. I I . I n t . - 7)  te rsebu t  d inya takan  bata l  

o leh  lu rah  yang  bersangku tan  karena  sura t  pernya taan  

te rsebu t  t i dak  benar  dan  d i ragukan  keabsahannya  

seh ingga  memohon untuk  di t i n j a u  kembal i  atas  ser t i p i k a t  

aquo  (v i de  bukt i  P- 8)  dan  bukt i  P- 8  in i  d iaku i  o leh  

saudara  Abu  Bakar  se laku  Lurah  Helve t i a  Timur  se jak  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun  2001  s/d  2006  yang  had i r  pada  saat  Pemer iksaan  

Setempat  har i  Senin  tangga l  29  Januar i  2007,  mengenai  

data  f i s i k  yang  dida l i l k an  Tergugat  masih  te rdapa t  

kekurangan  persyara tan  la i nnya  te ru tama  bi l a  d ika i t k an  

dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  khususnya  

asas  kete l i t i a n ,  kehat i - hat i an  dan  kecermatan  

( pr inc i p l e  of  care fu l l n ess )  da lam  menerb i t kan  ob jek  

sengketa ,  te ru tama  mengenai  data  f i s i k  yang  berkenaan  

dengan  penguasaan/  orang  yang  mengusaha i  tanah  di l okas i  

te rb i t n ya  ob jek  sengketa  aquo  secara  r i i l ,  d imana  

saks i - saks i  d ibawah  sumpah  dimin ta i  kete rangan  dalam 

s idang  te rbuka  untuk  umum pada tangga l  16 Januar i  2007,  

ya i t u  saks i  per tama  atas  nama Kar l i n  Siha loho  Si la l ah i  

menerangkan  bahwa  saks i  menjua l  tanah  dia tas  ob jek  

sengketa  kepada  Penggugat  pada  tahun  1997  dan  saks i  

sebe lumnya  mempero leh  tanah  te rsebu t  dar i  

Drs .J .Pakpahan  tahun  1984  dan  pada  tahun  1985  saks i  

menger jakan  tanah  dan  membangun  pagar  dengan  menyuruh  

saudara  Sujoko  (v i de  bukt i  P- 1  beser ta  lampi rannya) ,  

sedangkan  saks i  kedua  atas  nama  Sujoko  membenarkan  

bahwa pada tahun  1985 saks i  d isu ruh  oleh  Kar l i n  Sia loho  

Si la l ah i  menger jakan  tanah  yang  di te rb i t k an  objek  

gugatan  dan  membuat  pagar  semen  yang    mengel i l i n g i  

tanah   te rsebu t   dan   h ingga   saat   in i  pagar  i t u  

masih . . . . . . . . . . . . . . . .

masih  ada,  sedangkan  saks i  ket i ga  atas  nama Tio l i j a h  

Daulay  menerangkan  se jak  tahun  1997 dan member ikan  sewa 

106

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

107

tanah  kepada  Sujoko  kemudian  saks i  member ikan  

penggarapan  tanahnya  kepada  boru  Nainggo lan ,  dan  saks i  

atas  nama  Masnur  Pangar ibuan   pada  tahun  2005  

menggant i kan  boru  Nainggo lan  menger jakan  tanah  te rsebu t  

dengan  menanami  pad i  dan  saks i  se la l u  berhubungan  

dengan  Sujoko  ser ta  ser i ng  jumpa  dengan  Penggugat  

se laku  pemi l i k  yang  dike tahu inya  berdasarkan  sura t  

kepemi l i k an  yang  pernah  di l i h a t n ya  (ke te rangan  saks i  

d ikua tkan  dengan  bukt i  P- 6  dan  P- 7) .  Berdasarkan  

kete rangan  saks i - saks i  dan  dar i  seg i  penguasaannya  

t i dak  adanya  bantahan  dar i  p ihak  Tergugat  maupun 

Tergugat  I I  In te r vens i  maka  dapat  d is impu lkan  bahwa 

atas  tanah  yang  di te rb i t k an  objek  gugatan  se jak  tahun  

1984  s/d  1997  tanah  te rsebu t  d ikuasa i   dan  diusaha i  

o leh  Kar l i n  Siha loho  Si la l ah i  atau  K.  Si la l ah i  yang  

kemudian  di j ua l  kepada  Penggugat  berdasarkan  sura t  

pernya taan  melepaskan  hak  atas  tanah  dihadapan  Camat  

Medan  Helve t i a  Kotamadya  Medan  dengan  disaks i kan  oleh  

Kepala  L ingkungan  XI ,  Lurah  Helve t i a  Timur  dan  Pegawai  

Kanto r  Camat  Medan  Helve t i a  pada  har i  Rabu  tangga l  5 

Nopember  1997  (v ide  bukt i  P- 1)  dan  K.  Si la l ah i  membel i  

tanah  te rsebu t  berdasarkan  Sura t  Per jan j i a n  Pelepasan  

Hak dan  Gant i  Rugi  dar i  Drs .  J .  Pakpahan  yang  memi l i k i  

tanah  te rsebu t  berdasarkan  Sura t  Keterangan  Camat  Nomor  

134/SKT/MS/1975  te r t angga l  10  Desember  1975  pada  har i  

Senin  tangga l  23  Ju l i  1984  (v i de  lampi ran  bukt i  P- 1)  

ser ta  tanah  te rsebu t  d ikuasa i  dan  diusaha i  o leh  Sujoko  

atas  per in t ah  Penggugat  se jak  tahun  1997  s/d  saat  
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perkara  in i  masuk  di  PTUN  Medan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Menimbang,  bahwa  dalam  sengketa  ta ta  usaha  

negara  in i  sete lah  Maje l i s  Hakim mencermat i  bukt i - bukt i  

te r t u l i s  dan  kete rangan  saks i - saks i  d ibawah  sumpah 

dihadapan  pers i dangan  yang  te rbuka  untuk  umum,  didapa t  

suatu  fak ta  hukum bahwa prosedur  penerb i t an  ser t i p i k a t  

aquo  pada  waktu  pengukuran  t i dak  mencermat i  penguasaan  

f i s i k  atas  tanah  di l okas i  te rb i t n ya  ob jek  gugatan  aquo  

dan  data - data  yur i d i s  yang  ada  pada  Penggugat  ser ta  

pada  saat  pengukuran  tanah  te rsebu t  t i dak  mengiku t  

ser takan  Lurah  Helve t i a  Timur  sebaga imana  kete rangan  

Abu Bakar  Lurah  Helve t i a  Timur  dar i  Tahun 2001 s/d  2006  

ket i ka  had i r  dalam pemer iksaan  setempat  di l okas i  ob jek  

sengketa  pada  tangga l  29  Januar i  2007,  berdasarkan  ha l  

in i  maka  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  prosedur  

penerb i t an  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  1961/  Kelu rahan  

Helve t i a  Timur  oleh  Tergugat  t i dak  memperhat i kan  asas-

asas  umum  pemer in tahan  yang  baik  khususnya  asas  

kete l i t i a n ,  kehat i - hat i an  dan  kecermatan  ( pr inc i p l e  of  

care fu l l n e ss )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  t i dak  sesua inya  proses  
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penerb i t an  ser t i p i k a t  aquo  berdasarkan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik ,  maka  da l i l - da l i l  gugatan  

Penggugat  te rbuk t i  adanya  mengenai  kesa lahan  prosedur  

penerb i t an  objek  sengketa  yang  kemudian  memohon 

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  atas  ser t i p i k a t  aquo,  

dengan  demik ian  menuru t  Maje l i s  Hakim gugatan  Penggugat  

dinya takan  te r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasar  ura ian  per t imbangan  

dia tas  dapat  d is impu lkan  penerb i t an  ser t i p i k a t  aquo  

oleh  Tergugat  adalah  mengandung  caca t  hukum,  dengan  

demik ian  tun tu tan  Penggugat  agar  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  

Nomor  1961/   Kelurahan   Helve t i a   Timur   te r t angga l   7  

Oktober  2004 

atas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

atas  nama Yusr ia t i  Par indu r i  d iba ta l kan  sesua i  Pasa l  53  

ayat  (2 )  huru f  b  Undang- Undang  No.  5  tahun  1986  Jo  

Undang- Undang  No.  9  tahun  2004  dapat  d ibuk t i k an ,  o leh  

karena  i t u  tun tu tan  Penggugat  mengenai  pembata lan  

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  1961/  Kelu rahan  Helve t i a  

Timur  te rsebu t  d ikabu l kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  dalam  pet i t um  

gugatan  perkara  aquo te rdapa t  permohonan  Penggugat  atas  

pembata lan  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  1896/  Kelu rahan  
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Helve t i a  Timur  te r t angga l  25 Jun i  2004  atas  nama Janne  

Diana  Roose lyana  Si l i t o nga  yang  di te rb i t k an  Terguga t ,  

maka  permohonan  in i  patu t  d i t o l a k  sebaga imana  te l ah  

dipe r t imbangan  sebe lumnya  yang  dapat  d is impu lkan  bahwa 

dengan  adanya  Akta  Notar i s   Nomor  13  tangga l  27  

Desember  2006  dihadapan  Haiva  El i sa ,  SH Notar i s  d i  

Medan mengenai  perdamaian ,  maka demi  rasa  kead i l an  dan  

kepas t i an  hukum para  p ihak  khususnya  bag i  p ihak  yang  

bersengke ta  Maje l i s  Hakim  t i dak  akan  mempert imbangkan  

leb ih  lan ju t  mengenai  ob jek  gugatan  kedua  aquo,  o leh  

karena  keberadaan  objek  gugatan  nomor  dua  te rsebu t  

sudah  t i dak  re levan  lag i  untuk  dipe r t imbangkan  dalam 

perkara  in i ,  maka  ob jek  gugatan  te rsebu t  t i dak  dapat  

d iba ta l kan  oleh  Maje l i s  Hakim  dan  keberadaannya  te tap  

eks is  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  tun tu tan  uang  paksa  

( dwangsom)  yang  d ia j ukan  Penggugat  menuru t  Maje l i s  

Hakim  harus lah  di to l a k  karena  be lum  adanya  pera tu ran  

t i ndak  lan ju t  ( j uk l ak  ataupun  jukn i s )  mengenai  

penerapan  uang  paksa  ( dwangsom)  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang, . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Menimbang,  bahwa  dengan  per t imbangan-

per t imbangan  te rsebu t  d i  atas  maka  tun tu tan  Penggugat  
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khususnya  mengenai  pembata lan  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  

Nomor  1961/  Kelu rahan  Helve t i a  Timur  te r t angga l  7 

Oktober  2004  atas  nama  Yusr ia t i  Par indu r i  te lah  

dipe r t imbangkan  dan  dinya takan  dikabu l kan  untuk  

sebag ian  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabu l kannya  gugatan  

Penggugat  untuk  sebag ian ,  seh ingga  pihak  Tergugat  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  berada  pada  pihak  yang  ka lah ,  

maka  se lu ruh  biaya  yang  t imbu l  da lam  perkara  in i  

d ibebankan  kepada  Terguga t  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  

secara  tanggung  ren teng  yang  besarnya  b iaya  akan  

disebu tkan  dalam  amar  putusan  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sega la  bukt i  yang  t i dak  secara  

tegas  dipe r t imbangkan ,  d ipandang  t i dak  re levan  dengan  

per t imbangan  putusan  in i  d ikesampingkan ,  namun  guna  

keper l uan  kemungk inan  perkara  in i  akan  dipe r i k sa  d i  

t i ngka t  Banding  dan  Kasas i ,  bukt i - bukt i  sura t  te rsebu t  

te tap  te r l amp i r  da lam  berkas  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  musyawarah  untuk  

mengambi l  suatu  putusan  Maje l i s  Hakim  te l ah  

bermusyawarah  secara  bula t  tanpa  adanya  suatu  

dissen t i ng  op in i on ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - -

Menginga t  pasa l - pasa l  da lam Undang- undang  No.  5 

tahun  1986  Jo  Undang- undang  No.  9  tahun  2004  ser ta  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  bersangku tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

MENGADILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M E N G A D I  L I  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I . Dalam Eksepsi  :

-  Menolak  ekseps i  Terguga t  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  

untuk  se lu ruhnya  ;  -

I I . Dalam Pokok Perkara  :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  

sebag ian  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  te rhadap  Ser t i p i k a t  Hak 

Mi l i k  Nomor  1961/  Kelu rahan  Helve t i a  Timur  

te r t angga l  7  Oktober  2004  atas  nama Yusr i a t i  

Par indu r i  yang  di t e r b i t k an  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

3. Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Ser t i p i k a t  

Hak  Mi l i k  Nomor  1961/  Kelu rahan  Helve t i a  
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Timur  te r t angga l  7  Oktober  2004  atas  nama 

Yusr ia t i  Par indu r i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se leb ihnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Membebankan  Tergugat  dan  Tergugat  I I  

In tevens i  secara  tanggung  ren teng  untuk  

membayar  se lu ruh  b iaya  yang  t imbu l  da lam 

perkara  in i  sebesar  Rp.  2.304 .000 , -  (Dua  Juta  

Tiga  Ratus  Empat  Ribu  Rupiah)  ;  - - -

Demik ian lah  dipu tuskan  dalam rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim pada  har i  Senin  tangga l  19  Februar i  2007 

oleh  kami  :  WENCESLAUS,  SH. ,  sebaga i  Hakim  Ketua  

Maje l i s ,  ser ta  Dra.  MARSINTA ULI  SARAGIH,  SH.MH. ,   dan 

AGUS BUDI  SUSILO,  SH.MH  masing- masing  sebaga i  Hakim 

Anggota .  Putusan  mana d iucapkan  pada har i  Kamis  Tangga l  

22  Februar i  2007  da lam  pers idangan  yang  te rbuka  untuk  

umum,  oleh  kami  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  d i  atas  dengan  

diban tu  oleh  

RATNA.. . . . . . .
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ELIZABETH TOBING,  SH M.Hum masing- masing  sebaga i  Hakim 

Anggota ,  putusan  mana diucapkan  dalam pers idangan  yang  

te rbuka    untuk  umum pada  har i  SELASA tangga l  30  

OKTOBER 2007  o leh       Maje l i s  Hakim  te rsebu t  dan  

diban tu  o leh  MASALINA PURBA,  SH    sebaga i  Pani te ra  

Penggant i  dengan  d ihad i r i  o leh  Kuasa  

Penggugat ,  tanpa  dihad i r i  o leh  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HAKIM-HAKIM ANGGOTA               HAKIM KETUA 

MAJELIS     

          1.  JUMANTO,  SH.  

HERISMAN SH. ,S .SoS. ,M.AP.

    2.  ELIZABETH TOBING,  SH. ,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

MASALINA PURBA, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 114



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

115

Biaya  – biaya  :

M a t  e r  a i  ………………………………………………….      Rp.  

6.000 , -

R e d a k s  i  …………………………………………………      Rp.  

3.000 , -

Pemer iksaan  Setempat  …. ………………………………… Rp.  

3.000 .000 , - Sura t - sura t  pangg i l an   ……………………………………. 

Rp.       150.000 , -

J u m l  a h …………………………………………………     Rp.  

3.164 .000 , -

(T iga  Juta  Sera tus  Enam  Puluh  Empat   Ribu  

Rupiah)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Di te rangkan  dis i n i  bahwa  Putusan  in i  be lum 

mempunyai  kekuatan  hukum  te tap ,  o leh  karena  pihak  

Tergugat  te lah  mengajukan  Banding  pada  har i  :  Kamis,  

tangga l  18 September  2008    ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                             P A N 

I  T E R A,
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ARMEN SIMAMORA, SH
  
NIP.040048377. -
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